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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ة
 Ta T Te ت
 (Tsa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Se س
 Syin Sy se nad ss ش
 (Shad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Tha Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ






 Gain G Se غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 Nun N En ى
  ّ  Wawu W We 
  ّ  Ha H Ha 
 Hamzah ‟ Apostrof أ
 ya‟ Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــ ـ
 KASRAH I I ـــ  






Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 




Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 Fathah dan alif ا | ى
atau ya 
A a dan garis 
di atas 
 Kasrah dan ya I i dan garis ى
di atas 
 Dammah dan و
wau 
U u dan garis 
di atas 
4. Ta’Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah [n]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 
ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufآل(alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti  
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 





Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
 
7. Hamzah 
Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 
tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 
umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هلال) 
Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 





bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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Inti sari dari penelitian ini adalah bagaimana startegi pencegahan Tindak 
Pidana Perdagangan (TPPO) di Kota Makassar. Berdasarkan pokok masalah tersebut 
peneliti mengemukakan 2 (dua) Sub masalah yaitu 1) Bagaimana Bentuk Strategi 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar. 2) Bagaimana Efektivitas 
Strategi Dinas Pemeberdayaan Perempuan  dan  Anak (DPPPA)  dalam Mencegah 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
pendekatan sosiologi, dan metode pengumpulan data yakni dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki 5 startegi dalam 
mencegah maupun menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 
kota Makassar, ada pun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut 1) Penetapan 
Kota Makassar Sebagai Kota Layak Anak (KLA) 2) Pembentukan Shelter warga 3) 
Pembentukan Gugus Tugas Trafficking tingkat Kota Makassar 4) Pembentukan 
Satgas Pencegahan Trafficking di Kelurahan 5) Menjalin Kerjasama tingkat Sektoral.  
Selain itu Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
Kota Makassar juga bekerja sama dengan TRC (Tim Reaksi Cepat), yang akan terjun 
langsung ke lapangan jika ditemukan kasus perdagangan orang. Adapun efektivitas 
strategi yang tersebut diatas, sudah cukup efektif, karena melihat data kasus 
perdagangan orang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, meskipun 
kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019. 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar penegak hukum maupun 
masyarakat di kota Makassar dapat mengembangkan serta memaksimalkan upaya 











A. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu bentuk 
perilaku yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak 
Asasi Manusia (HAM). Perilaku ini meluas dalam berbagai bentuk, modus dan 
jaringan tindakan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir di berbagai 
belahan dunia dan pada akhirnya mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara.1 
Kasus perdagangan orang hingga di era kontemporer masih belum mampu di 
berantas secara tuntas, baik dalam skala lokal, nasional terlebih lagi pada skala 
internasional. Upaya-upaya telah dilakukan guna untuk meminimalisir tingkat tindak 
pidana perdagangan orang.  Akan tetapi, kasus yang sama masih kerap kali terjadi. 
Dari data yang dimiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KPPPA), selama tahun 2018 diperoleh 95 laporan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) yang masuk ke institusi kepolisian. Puluhan dari laporan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut melibatkan 297 korban yang umumnya 
dijadikan pekerja migran dan pekerja seks komersial di negara lain.2 
Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan human 
trafficking merupakan segala upaya atau tindakan yang memiliki kaitan dengan 
perekrutan, transportasi melintasi perbatasan, penjualan-belian, transfer atau 
penerimaan seseorang didasari dengan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan 
                                                 
1 Rr. Rina Antasari,  ―Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan 
Islam di Provinsi Sumatera Selatan‖, vol. 24, no. 1, h. 115. 
2 https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/15/1122889/ini-catatan-pemerintah-tentang korban-





ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan untuk 
menempatkan atau mengurung orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, agar orang 
tersebut kerja yang tidak diinginkannya baik itu secara domestik, seksual atau 
reproduktif, dipekerjakan dengan paksaan atau atau memang ada ikatan kerja dengan 
kondisi seperti perbudakan.3 
Perdagangan manusia erat kaitannya dengan perempuan yang dijadikan 
sebagai kegiatan industri seksual. Kasus perdagangan orang telah berulang kali 
terjadi, akan tetapi solusi yang ditawarkan masih belum cukup maksimal dalam 
memberantas kasus tersebut. Kasus-kasus yang terjadi tidak jarang ada di lingkungan 
masyarakat, dimana masyarakat seharusnya mengetahui prihal adanya sindikat 
perdagangan orang di lingkungan setempat. Akan tetapi, ketidaktahuan masyarakat, 
takut, ataupun acuh pada tanda-tanda yang dapat kita simpulkan ada kejanggalan 
sehingga dapat kita ketahui bahwa tempat tersebut sedang terjadi tindakan kriminal 
perdagangan orang. 
Cendekiawan atau orang-orang professional dalam menangani kasus tersebut, 
juga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya masyarakat, jika hal tersebut terjadi 
dilingkungan masyarakat, namun masyarakat setempat tidak mengambil tindakan. 
Karena, beberapa di antaranya masih awam dalam menemukenali adanya tindakan 
perdagangan orang, terlebih lagi kasus perdagangan orang merupakan tindakan yang 
dijalankan secara teorganisir, sehingga untuk mengetahuinya kita memerlukan ilmu 
pengetahuan khusus, selain itu strategi yang telah di jalankan penegak hukum, 
barangkali belum terjamah pada daerah tersebut pula. Maka dari itu, perlu 
                                                 
3 Perdagangan Orang, Pencegahan, Penangnan, dan Perlindungan Korban. 






dimaksimalkan upaya yang dilakukan, agar masyarakat juga dapat berpastisipasi 
dalam mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab 
seluruh elemen bangsa. Sebab, penegak hukum atau pemerintah saja tidak akan 
mampu bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya. Pihak-pihak 
lainnya seperti masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Ada beberapa lembaga yang 
memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang 
salah satunya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA). 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
merupakan sebuah organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan 
untuk membantu Walikota prihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan 
kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan 
dan anak.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
berfokus pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak 
perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, Perempuan dan anak sering kali menjadi 
sasaran dalam tindakan kriminal. Hal tersebut kerap kali terjadi, dikarenakan 
perempuan identik dengan lemah, lembut, penakut, dan anak-anak yang masih polos, 
mudah terbujuk oleh rayu. 
Perempuan dan anak memang seharusnya memiliki perlindungan khusus. 
Kasus kejahatan yang telah terjadi pada perempuan dan anak bukan lagi hitungan jari, 
sudah begitu banyak kasus yang kita lihat dan dengar.  Lembaga-lembaga khusus 
dalam perlindungan perempuan dan anak, di harapkan dapat meminimalisir terjadinya 
                                                 
4
 http://dp3amakassarkota.info/wp-content/uploads/2018/08/LKIP-DPPPA-2017-08-22.pdf di 





tindak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak.  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar dibentuk mengacu pada peraturan Walikota Makassar No.  91  Tahun 2016 
tentang  kedudukan, susunan organisasi,  tugas  dan tungsi  serta  tata kerja  Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak (DPPPA) dan Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang dibentuknya dan susunan 
perangkat Daerah Kota Makassar terdapat pada lembar Daerah Kota Makassar Tahun 
2016 No. 8.5 
Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota, 
memiliki 4 fokus bidang, yakni Bidang Kualitas Hidup Perempuan (BKHP), Bidang 
Perlindungan Perempuan (BPP), Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 
(BPHPA), serta Bidang Data dan Informasi (BDI).6 Adapun  tugas dari masing-
masing bidang adalah sebagai berikut :  
1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan (BKHP) mempunyai tugas menjalankan 
pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan 
maupun peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.  
2. Bidang Perlindungan Perempuan (BPP) mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, memotivasi, memberi pelayanan perlindungan perempuan, 
memberikan wadah pemberdayaan bagi keluarga korban dan keluarga rentan  
serta memberikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 
dengan berbasis masyarakat.  
                                                 
5 http://dp3a.makassar.go.id/2018/03/03/sekretariat-dan-bidang-dp3a-kota-makassar/ di akses 






3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (BPHPA) mempunyai tugas 
terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, penguatan dan 
pengembangan kelembagaan anak serta Pengarusutamaan Anak (PUA) 
melalui Perencanaan dan Penganggaraan Responsif Anak (PPRA).  
4. Bidang Data dan Informasi (BDI) mempunyai tugas menyimpan data gender 
dan anak serta memantau dan mengevaluasi pembangunan pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak dan Kota Layak Anak (KLA).7 
Dinas Pemeberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota 
Makassar telah mengupayakan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 
Salah satu upaya yang dilakukan guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang 
yakni melalui gugus tugas trafficking, dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak)  
ke sejumlah panti asuhan dan panti pijat. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
Kota Makassar, Tenri A Palallo mengatakan, Inspeksi Mendadak (Sidak) akan 
melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Dinas Pariwisata (DP), dan 
kepolisan. Inpeksi Mendadak (Sidak) akan difokuskan pada panti asuhan dan panti 
pijat yang tidak mengantongi izin. 
―Langkah ini ditempuh sebagai upaya prefentif terhadap Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) yang jumlahnya terus meningkat setiap 
tahunnya‖ kata Tenri usai rapat Kantor Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Jalan Anggrek Raya, Selasa 
(24/4/2018).   
Tenri menambahkan, panti asuhan dan panti pijat merupakan sasaran utama, 
karena kedua tempat tersebut menjadi tempat penampungan anak dan perempuan 
yang memungkinkan terdapat praktik perdagangan manusia. ―Pencegahan dan 
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Penindakan (TPPO),  sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan (TPPO)‖, tutur Tenri
8 
Pemerintah serta lembaga telah berupaya untuk memberantas dan 
meminimalisir sindikat peradagangan orang,  melalui Undang-Undang (UU) yang 
berlaku dan program yang telah di susun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) memang bukan perkara yang mudah, melihat bahwa perdagangan orang 
merupakan kejahatan yang  sudah berskala besar. Permasalahan mengenai 
perdagangan orang merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat di berantas 
secara tuntas.  
Melihat permasalahan dari latar belakang di atas, penulis berminat untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) di Kota Makassar”.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian bertujuan agar supaya pembahasan tidak keluar dari pokok 
permasalahan. Olehnya itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada ―Strategi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar.” 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa penelitian 
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ini dibatasi pada Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota 
Makassar, maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
a. Strategi 
Jika di hubungkan secara bahasa dan istilah merupakan sebuah konsep yang di 
bentuk secara sistematis,  terarah, dan terencana, untuk mencapai suatu tujuan. 
Menurut Wheelen dan Hunger (2004) setidaknya terdapat empat aktivitas yang perlu 
dijalankan.  1) penetapan misi, 2) penetapan tujuan, 3) penetapan strategi; dan 4) 
penetapan kebijakan. 
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Makassar 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar merupakan suatu lembaga yang dibentuk dengan mengacu pada peraturan 
Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, peran 
dan tujuan serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) serta peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang 
pembentukan struktur perangkat Daerah Kota Makassar. 
Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota, 
memiliki 4 fokus bidang, yakni bidang kualitas hidup perempuan, bidang 
perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta bidang 
data dan informasi. 
 Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran tindakan kejahatan oleh 
pelaku-pelaku yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak 
manusiawi. Maka dari itu, perlunya dibentuk lembaga khusus menangani prihal 






c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
Kasus kejahatan berbagai macam jenisnya, seperti perampokan, pembunuhan, 
kekerasan fisik maupun mental, pemerkosaan, tindak pidana perdagangan orang, dan 
masih banyak lagi jenis lainnya. Segala bentuk penyimpangan tersebut merupakan 
suatu hal yang mengganggu kehidupan seseorang atau banyak orang, sehingga 
perlunya strategi-strategi untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang tersebut 
diatas. 
Pencegehan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, sebab kasus-
kasus tersebut adalah perkara berat untuk ditangani. Pemerintah tentunya sudah 
menetapkan kebijakan-kebijakan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan kasus 
kejahatan, sebagaimana di terangkan di dalam UU sesuai dengan kasusnya, misalkan 
pada kasus tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 
2007 yang berisikan terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO). 
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kasus 
kejahatan yang sangat berbahaya. Pasalnya tindakan tersebut beroperasi secara sangat 
terorganisir, sangat rapi sehingga untuk menungkap kasus tersebut diperlukan upaya-
upaya yang extra. Selain dari penegak hukum, masyarakat pun di harapkan dapat 
terlibat aktif dalam upaya-upaya yang telah dibentuk pemerintah terkait 
pemberantasan kasus tersebut.  
Para predator predagangan orang seringkali menjadikan perempuan dan anak 





dirayu, sedangkan perempuan diincar baik untuk dipekerjakan secara seks komersial 
atau dipekerjakan secara tidak manusiawi lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik 
memfokuskan penelitian ini pada kasus anak dan perempuan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjabaran latar belakang yang disebutkan diatas, maka peneliti 
merumuskan pokok permasalahannya adalah ―Strategi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam Mencegah 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar‖ yang kemudian 
terbagi atas beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Bentuk Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 
Kota Makassar? 
2. Bagaimana Efektivitas Strategi Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan  Anak 
(DPPPA)  dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 
Kota Makassar? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Sebatas pengetahuan peneliti, pembahasan mengenai Strategi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap dalam 
Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar, masih sangat minim 
dijadikan topik penelitian secara mendalam, khususnya pada jurusan PMI Kons.   
Kesejahteraan Sosial. Selain itu dari hasil pencarian peneliti terkait kajian pustaka 
yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa skripsi yang hampir 





1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Makassar (Studi Kasus Putusan No.597/Pid.B/2013/Pn.Mks) Tujuan dari penelitian 
ini, yaitu : Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Makassar (Studi Kasus 2010-2015) Tujuan Penelitian Untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dan  untuk 
mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di 
Kota Makassar. 
3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Polres Klaten) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan dan penegakan hukum 
tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Klaten. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sebagai upaya untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan menemukan 
permasalahan yang dikemukakan pada pembahasan dipendahuluan, maka 
dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan 
masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka di kemukakan 





a. Untuk mengetahui Bentuk Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) dalam  Mencegah Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) di Kota Makassar 
b. Untuk mengetahui efektifitas Strategi Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan 
Anak (DPPPA)   dalam  Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) di Kota Makassar 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi atas kegunaan ilmiah dan 
kegunaan praktis seperti berikut: 
a. Kegunaan Ilmiah 
1) Menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang berminat 
mengkaji terkait Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdaganan 
Orang (TPPO) di Kota Makassar. 
2) Hasil penelitian ini selain sebagai persyaratan penyelesaian studi di 
Perguruan Tinggi (PT), sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat digunakan 
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan 
dengan ilmu kesejahteraan sosial serta dapat menjadi amal jariyah 
terkhusus bagi yang tertarik untuk meneliti terkait Pencegahan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar.  





1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan 
serta memberi informasi masyarakat dalam maupun luar daerah  terhadap 
Pencegahan Tinda Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar. 
2) Dapat memberikan kesadaran serta keperdulian kepada pihak berwenang 
maupun masyarakat terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) agar kasus tersebut dapat diminimalisir 
3) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana bagi pihak 
berwenang maupun warga masyarakat Kota Makassar untuk  dapat 









Istilah  strategi  merupakan kata yang biasa  digunakan  oleh  masyarakat  
untuk menggambarkan  berbagai   makna, misalnya suatu  rencana,  ide  atau  cara  
untuk memperoleh hal yang menjadi tujuan. Hakikat dari strategi adalah   planning 
dan management untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, strategi bukan berfungsi 
sebagai peta jalan semata, melainkan petunjuk jalan yang dapat mengarahkan hingga 
mencapai tujuan. 
Menurut para  ahli yang di kutip dalam bukunya Faisal Afif, yang isinya ada 
10 pengertian strategi, yaitu : 
1) Carl Von Clausewitz, Stategi adalah pengetahuan terkait penggunaan  
pertempuran untuk memenangkan suatu peperangan, dan perang itu sendiri 
merupakan kelanjutan dari politik.   
2) A.Halim, strategi adalah cara sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai 
tujuannya searah dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal  yang 
menjadi hambatan.   
3) Morrisey mengemukakan strategi ialah proses menentukan arah yang harus 
dituju oleh perusahaan agar dapat tercapai segala misinya. 
4) Pearce dan Robinson, strategi adalah rencana suatu perusahaan, yang 
memvisualisasikan kesadaran suatu perusahaan mengenai kapan,   dimana   
dan   bagaimana ia harus berkompetisi   dalam   menghadapi   lawan   dengan   
maksud   dan   tujuan tertentu.  





6) Craig dan Grant, strategi adalah penetapan tujuan dan sasaran dalam 
jangkaJohnson  dan  Scholes,  yang  dimaksud  strategi  ialah  arah  dan  ruang 
lingkup  dari  sebuah  organisasi  atau  lembaga  dalam  jangka  panjang  yang  
mencapai  keuntungan  melalui  konfigurasi  dari  sumber  daya dalam  
lingkungan  yang  menantang,  demi  memenuhi  kebuthan  pasar dan suatu 
kepentingan. 
7) Siagaan,    Strategi  merupakan  serangkaian  keputusan  dan  tindakan yang  
mendasar  yang  dibuat  oleh  menejemen  puncak  dan  diterapkan seluruh   
jajaran   dalam   suatu   organisasi   demi   pencapaian   tujuan  organisasi 
tersebut. 
8) Kaplan dan Norton,  strategi merupakan seperangkat hipotesis dalam model  
hubungan  cause  dan  effect  yakni  suatu  hubungan  yang  bisa diekspresikan 
dengan hubungan antara if dan then. 
9) Syafrizal,  menurutnya  strategi  ialah  cara  untuk  mencapai  sebuah tujuan  
berdasarkan  analisa  terhadap  faktor  eksternal  dan  internal. Strategi   
merupakan   sekumpulan   cara   secara   keseluruhan   yang berkaitan  dengan  
pelaksaan   gagasan,  sebuah   perencanaan  dalam kisaran waktu tertentu. 
Kesimpulan dari definisi startegi jika di hubungkan secara bahasa dan istilah 
merupakan sebuah konsep yang di bentuk secara sistematis,  terarah, dan terencana, 
untuk mencapai suatu tujuan. 
B. Pemberdayaan Perempuan 
1. Pengertian Pemberdayaan     
Pemberdayaan merupakan sebuah serangkaian upaya untuk meningkatkan 





mengalami  masalah  kemiskinan.  Tujuan  pemberdayaan merujuk pada keadaan atau 
hasil yang ingin dicapai oleh  sebuah  perubahan  sosial;  yaitu  masyarakat  yang 
dapat  berdaya,  memperoleh kekuasaannya, mempunyai    pengetahuan    dan    
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 
mental maupun sosial  seperti  memiliki kepercayaan  diri dalam mengemukakan  
aspirasi, mempunyai penghasilan,  berpartisipasi aktif dalam  kegiatan  sosial, serta 
mandiri dalam menjalankan dalam kehidupannya (Suharto 2014 :59-60).9 
2. Pengertian Perempuan  
Memahami pengertian perempuan tentunya tidak pernah terlepas dari 
persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik secara biologis yang terkait 
komposisi dan perkembangan unsur-unsur tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis 
didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminimitas.  
Perempuan dalam konteks psikis atau gender memiliki sifat feminim yang 
sangat melekat pada dirinya. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik 
merupakan salah satu jenis kelamin yang di tandai dengan alat reproduksi, memiliki 
rahim, memiliki sel telur dan payudara, dapat hamil dan melahirkan serta menyusui. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa perempuan 
berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, sel telur dan 
payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan 
kata ―wanita‖ biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan sudah dewasa.  
Dalam Ensiklopedia Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar’ah, 
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jamaknya al-nisaa’ memiliki arti yang sama dengan wanita, perempuan dewasa atau 
putri dewasa yakni lawan jenis pria.  Hal senada di ungkapkan oleh Nasaruddin 
Umar, kata al-nisaa’ bermakna gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal 
yang bermakna gender laki-laki, dalam bahasa Inggris adalah woman bentuk 
jamaknya yakni women lawan dari kata man.10 
3. Pemberdayaan Perempuan 
Melihat definisi perempuan di atas, perempuan tentu memiliki peranan penting 
dalam kehidupan. Bahkan dapat dikatakan multiperan, yang dimana perempuan 
sebagai seorang anak, ketika beranjak dewasa dan menikah ia berperan sebagai 
seorang, istri, ibu, dan juga memiliki peran dalam membangun lingkungannya. 
Berkaitan dengan upaya mengkaji konstribusi atau peran perempuan, maka dapat 
dilihat tiga peran kaum perempuan, sebagaimana di kemukakan oleh lhromi (2000: 
10) yakni : 
a) Peran produktif menyangkut kegiatan yang langsung menyumbang 
pendapatan keluarga. Tanpa melihat apakah kegiatan tersebut dibayar atau 
tidak dibayar, misalnya petani dan petemak. 
b) Peran produktif menyangkut kelangsungan hidup manusia dan keluarga, 
misalnya melahirkan, menyusui, memelihara dan mengasuh anak, mengambil 
air, memasak, membersihkan rumah, dan menjahit. 
c) Peran sosial, mencakup kegiatan yang tidak terbatas pada pengaturan keluarga 
tetapi juga pada komunitasnya, misalnya peran dalam koperasi, kelompok tani 
dan sebagainya. Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat Desa 
                                                 





adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. 
PKK).11 
Melihat multi potensi yang dimiliki oleh perempuan, maka upaya 
pemberdayaan perempuan harus dikembangkan, guna agar perempuan tidak terus 
mengikuti arus tradisi, yang berpemahaman bahwa peran perempuan hanya 
berada pada, sumur, dapur, dan kasur. 
 Potensi perempuan juga sama dengan laki-laki, memiliki pikiran dan 
perasaan. Meskipun secara fitrah, memang diberi potensi lebih dalam hal perasaan. 
Namun, untuk mengasah ketajaman pikiran adalah hak seluruh manusia, baik laki-
laki dan perempuan. Sehingga perempuan juga dapat berkontribusi lebih, tidak hanya 
dalam ranah domestic tetapi dapat pula pada ranah public. 
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak 
1. Pengertian Perlindungan Anak 
Dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (KUBI) memiliki arti  bahwa  
pengertian  anak  adalah manusia  yang  masih  kecil. Mengutip dari  sumber  lain  
dijelaskan  bahwa  anak adalah  kondisi  manusia  yang  dalam usia masih  muda  
serta  sedang  mencari identitasnya juga memiliki jiwa yang sangat labil,  sehingga  
sangat  mudah  dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnnya. Sementara itu menurut ahli 
anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin 
(Romli Atmasasmita). 
Apabila    mengacu    pada    aspek    psikologis,    pertumbuhan    manusia 
mengalami   fase-fase   perkembangan   kejiwaan,   yang   masing-masing dapat 
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ditandai dengan beberapa ciri-ciri. Untuk menentukan kriteria seorang anak, 
disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan   dan 
perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang 
anak mengalami tiga fase, yaitu: 
a. Masa kanak-kanak yang terbagi ke dalam 2 fase yakni:  
1) Masa kanak-kanak pertama, yaitu pada saat anak beumur 2-5 tahun  
2) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu pada saat anak berumur 5-12 tahun. 
b. Masa remaja berkisar umur 13-20 tahun.   
Masa remaja merupakan masa dimana perubahan sangat cepat terjadi dari 
segala bidang, mulai dari tubuh bagian luar maupun dalam, perubahan pada 
perasaan, tingkat kecerdasan, sikap social, serta kepribadian. 
c. Masa dewasa muda, berkisarumur 21-25 tahun.   
Pada masa dewasa muda ini pada umumnya anak masih dapat 
dikelompokkan dalam generasi muda. Walaupun jika dilihat dari segi  
perkembangan jasmani juga kecerdasan telah dewasa.  Pada  kondisi  ini  anak  
sudah  stabil, amun, dari   segi   kemantapan   agama   dan   ideologi  masih   
dalam  proses kemantapan. 
Disamping dari batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh  undang-
undang disebutkan diatas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh 
ketentukan oleh hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti: 
1) Dalam  pandangan  hukum  Islam 
Untuk  meelihat perbedaan antara  anak  dan dewasa tidak didasarkan pada 
kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal  perbedaan  antara fase 





dengan perubahan pada badan, baik pria maupun  wanita. Seorang pria dikatakan  
baligh  apabila ia telah mengalami  mimpi  yang  dialami oleh orang dewasa, seorang 
wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi; 
2) Dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat melalui 
ciri-ciri berikut: 
a) Sudah memiliki pekerjaan sendiri  
b) Mampu mmelakukan yang disyaratkan oleh kehidupan bermasyarakat 
serta memiliki tanggung jawab 
c) Mampu mengurus harta kekayaan sendiri 
Secara psikologis kedewasaan anak perempuan lebih cepat dibandingkan 
dengan anak  laki-laki. Kedewasaan  anak  perempuan berkisar umur 14-15  tahun  
dan anak laki-laki berkisar umur 16-17 tahun. 
Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek yang menjalankan pembangunan berkelanjutan serta 
menjadi pemegang kendali atas masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.12 
Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, mengenai  hak  
dan  kewajiban  anak  dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  
berikut :   
Pada pasal 4 sampai dengan pasal 10 No. 35 Tahun  2014 tentang perubahan 
atas Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat 
19 hak-hak anak, yakni: 
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1. Seluruh anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4); 
2. Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas diri  maupun status 
sebagai warga negara (Pasal 5); 
3. Setiap  Anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan 
mengekspresikan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya   (Pasal 6) 
4. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  diberi sandang 
pangan, dan dirawat oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1) 
5. Apabila  orang  tuanya  tidak  dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang  
anak,  atau di terterlantarkan  maka  anak  tersebut berhak diasuh  atau 
diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku  (Pasal 7 ayat 2) 
6. Setiap  anak  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  serta jaminan  sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); 
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk 
mengembangkan pribadi dan menambah tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1); 
8. Bagi anak penyandang disabilitas juga berhak menempuh pendidikan  luar  
biasa, sedangkan untuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak 
mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2) 
9. Setiap  anak  berhak  menyampaikan serta didengar pendapatnya, dierima, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya  demi 






10. Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat serta menggunakan waktu  luangnya, 
berteman dengan anak sebayanya, bermain, juga berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, maupun tingkat kecerdasannya. (Pasal 11); 
11. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,  bantuan 
sosial, serta pemeliharaan pada tahap kesejahteraan soaial (Pasal 12); 
12. Setiap  anak yang berada dalam pengasuhan orang tua,  wali,  atau pihak  lain 
manapun, yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan, tetap berhak  
memperoleh perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, 
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13); 
13. Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri,  terkecuali  
jika ada alasan atau aturan hukum yang dapat menunjukkan bahwa pemisahan 
itu memiliki tujuan agat kepentingan terbaik untuk anak serta merupakan 
pertimbangan terakhir (Pasal 14); 
14. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari: 
Penyalahgunaan terkait hal politik, keterlibatan dalam sengketa bersenjata, 
keterlibatan terkait kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa yang  
mengandung unsur kekerasan, serta keterelibatan dalam peperangan (Pasal 
15) 
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau dijatuhkan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16); 
16. Setiap  anak memiliki hak untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai dengan  





17. Setiap  anak  yang  dirampas hak kekebasannya berhak  untuk:  mendapatkan 
perlakuan  secara  manusiawi, dan penempatannya  dipisahkan  dari  orang 
dewasa, memperoleh bantuan hukum  atau  bantuan  lainnya  secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku serta membela diri dan 
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak 
memihak, serta dalam sidang harus tertutup untuk umum (Pasal 17); 
18. Setiap anak yang menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual atau yang  
bermasalah dengan hukum berhak untuk dirahasiakaan (Pasal 17 ayat 2); 
19. Setiap  anak  yang  menjadi  korban maupun pelaku tindak pidana berhak 
memperoleh bantuan hukum maupun bantuan lainnya (Pasal 18). 
Adapun   kewajiban   anak   dapat   dilihat   dalam   Pasal   19,   setiap   anak 
berkewajiban untuk: 
a. Menghormati orang tua, wali juga guru 
b. Mencintai keluarga, masyarakat, serta menyayangi teman 
c. Mencintai tanah air, bangsa, serta Negara 
d. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama serta 
e. Memiliki etika serta akhlak yang mulia13 
Anak adalah penerus bangsa aset yang sangat berharga, anak memiliki hak-
hak yang perlu untuk di penuhi guna memperoleh pertumbuhan dan perkembangan 
yang mendukung anak menjadi manusia yang unggul. Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang Unggul sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Maka dari 
itu sangat di perlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan mutu dari Sumber Daya 
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Manusia (SDM) suatu negara.  
2. Pandangan Islam tentang Anak 
Agama Islam merupakan suatu agama yang memiliki pedoman hidup yakni 
Al-qur’an dan As-sunnah, segala aspek kehidupan umat diatur didalamnya, pedoman 
tersebutlah yang menjadi tuntunan umat islam dalam menjalani kehidupan ini. Setiap 
manusia diciptakan memiliki tujuan, tidaklah Sang Pencipta menciptakan segala 
sesuatunya itu sia-sia, apalagi diciptakannya manusia, yang merupakan makhluk 
Allah yang paling sempurna, karena memiliki nafsu, serta akal.  
Maka dari itu Allah telah menerangkan didalam al-qur’an tentang penciptaan  
manusia, agar manusia dapat berfikir, tentang proses penciptaannya. Selain itu 
didalam al-qur’an Allah pun menerangkan tentang tujuan manusia diciptakan, jika 
kita menelaah tentulah tujuan firman Allah tersebut agar kita hidup yang terarah, dan 
agar tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan. 
Setiap makhluk-Nya memiliki hak-hak yang harus di jaga, terlebih lagi 
manusia yang memiliki pengaruh besar terhadapa dunia, anak yang lahir dari rahim 
ibu merupakan sebuah amanah yang harus dijaga harkat dan martababatnya, dirawat, 
dipenuhi hak-haknya baik secara lahiriah maupun batiniah. 
Namun,  kenyataannya  betapa  banyak  anak  yang  terlantar,  putus  sekolah, 
mengalami gizi buruk, diekspolitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan 
narkoba, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak memerlukan perlindungan 
hukum, karena selain anak memiliki hak untuk di berikan perlindungan, usia yang 
masih muda merupakan aset penerus bangsa. Pada setiap negara memiliki hukum-
hukum tentang perlindungan anak, akan tetapi pengaktualisasiannya belum cukup 





jadikan pedoman untuk memenuhi hak anak, dalam hal ini agama Islam. 
Al-Qur’an banyak berkisah tentang anak-anak, khususnya  pada anak-anak  
saleh keturunan para Nabi. Beberapa kisah nabi yang tercatat dalam al-1ur’an yakni 
nabi  Ismail A.s kecil dalam surat As-shoffat,  kisah  Nabi  Yusuf  kecil  yang 
terdapat dalam surat  Yusuf,  dan  kisah  nasihat  Luqman untuk  anaknya yang 
terdapat dalam surat Luqman. Semua  kisah  tersebut menyampaikan pesan yang 
terkait pendidikan dan perlindungan anak.14 
Memiliki seorang anak merupakan karunia dan nikmat jika orang tuanya 
mampu mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun, bila orang tua gagal 
mendidiknya maka hadirnya anak adalah masalah bagi kedua orang tua dan penerus 
bangsa ini. Oleh karena itu, dalam Al-Qur’an Allah SWT pernah menyebutkan bahwa 
selain perempuan anak termasuk sebagai perhiasan dunia. Bersamaan  itu  pula  Allah  
mengingatkan, bahwa anak merupakan ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang 
anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya.  Di dalam Al-Qur’an disebutkan  
ada empat watak anak yakni sebagai berikut : 
a. Anak merupakan Perhiasan Hidup di Dunia  
Dalam  QS: Al-Kahfi Ayat 46 
 
                     
            
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―Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan.‖ 
 
Ayat  di  atas  menyatakan,  bahwa  anak  itu  merupakan hiasan  yang 
mengindahkan hubungan dalam keluarga.  Tangisan, rengekan anak yang   meminta 
sesuatu, cara berbicaranya yang   lucu, langkah kaki anak yang tertatih-tatih, sungguh 
merupakan suatu pemandangan yang indah dalam hubungan berkeluarga. Pasangan 
suami istri akan merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum 
dikaruniai anak. Kesempurnaan maupun keindahan rumah tangga akan lebih terasa 
jika di dalamnya terdapat anak. 
b. Anak sebagai Penyejuk Hati 
Dalam   Al-Qur’an   dikatakan bahwa anak merupakan penyejuk mata   atau 
hati atau dalam bahasa Arabnya qurrataa’yun.  Dikatakan demikian karena  ketika  
mata  memandang  seorang anak maka akan timbullah rasa bahagia. Oleh karena itu  
anak menjadi harta yang tidak ternilai  harganya  bagi  orang  tua.   
Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ―Anakku permataku.‖ Allah  pun  
menyebutkan bahwa anak manusia sebagai  penyejuk  hati. Ada sebuah  doa  agar  
anak  yang  dilahirkan  menjadi penyejuk hati terdapat dalam QS. Al Furqaan : 74 
berikut : 
 
                            






―Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada 
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 
Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.‖15 
c. Anak merupakan Ujian 
Memiliki anak merupakan karunia dan nikmat, akan tetapi hal tersebut di 
iringi dengan ujian, dimana tatkala orang tua tidak mampu mendidik anak menjadi 
anak yang soleh-solehah. Seperti dalam dua firman Allah di bawah ini  
Dalam QS:  Al-Anfal Ayat 28 :  
                      
      
Terjemahnya : 
―Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.‖16 
 Dalam  ayat  lain  Allah  mengingatkan  setiap orang  tua yang  beriman:   
QS: Al-Munafiqun Ayat 9  
 
                        
                    
Terjemahnya : 
 
―Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka 
                                                 
 





mereka Itulah orang-orang yang merugi.‖17 
Jika orang tua mampu mendidik anak dengan sebaik-baiknya, ujian yang Allah 
berikan tentulah menjadi karunia baginya. 
d. Anak sebagai Musuh Orang Tua 
Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak 
tersebut  akan  menjadi  musuh  bagi  orang  tuanya.  Inilah  yang  diisyaratkan dalam 
QS. At-Taghabun Ayat 14 : 
 
                    
                        
      
Terjemahnya : 
―Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 
mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.18 
 
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak   pidana   merupakan   pengertian   dasar   dalam   hukum   pidana   
atau yuridis normatif yang berkaitan dengan perbuatan melanggar  hukum  pidana. 
Banyak  pengertian  terkait tindak  pidana,  seperti  yang  dijelaskan  oleh ahli sebagai 
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Menurut  Pompe, tindak pidana menurut teori merupakan suatu pelanggaran 
atas norma yang dilakukan  karena  kesalahan pelanggar dan akan diancam dengan 
pidana untuk mempertahankan tata  hukum maupun menyelamatkan kesejahteraan  
umum. Sedangkan  menurut  hukum  positif  tindak pidana merupakan suatu  
kejadian yang jika mengacu pada peraturan undang-undang  dikatakan sebagai  
perbuatan akan diberikan hukuman. 
Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar norma hukum maupun 
norma agama adapun ayat dalam Undang-Undang maupun dalam Al-qur’an tentang 
sanksi terhadap tindakan pidana adalah sebagai berikut : 
Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007 Pasal 1 Tentang Pemberantasan    
Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO). Adapun ayat Al-Qur’an yang 
menerangkan tentang pelarangan perbuatan kriminal, dalam firman Allah surah Al-
Ahzab Ayat 58: 
                       
               
Terjemahnya: 
―Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.‖19 
Pada ayat al-qur’an diatas telas jelas bahwa setiap perbuatan yang kita 
lakukan akan kita menuai hasil. Setiap kesalahan yang kita perbuat akan kita 
                                                 





pertanggung jawabkan di yaumil akhir, dan masing-masing manusia akan memikul 
sendiri perbuatan dosa yang ia perbuat. 
2. Unsur–unsur Tindak Pidana  
Adapun unsur yang mendapatkan hukuman maupun menurut doktrin, tindak 
pidana terdiri dari 2 (dua) unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Leden 
Marpaung mengemukakan unsur–unsur delik atau unsur yang tidak mendapatkan 
hukuman yakni sebagai berikut :  
a. Unsur Subjektif  
Unsur subjektif berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Dasar hukum pidana 
menyatakan tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud 
disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan.  
b. Unsur Objektif  
Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :  
1) Perbuatan manusia berupa  
a) Act, yakni tindakan yang agresif atau perbuatan posesif  
b) Omissions, yakni perubahan yang pasif atau perbuatan yang mengarah 
negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau tidak perduli. 
2) Akibat perbuatan manusia  
Akibat perbuatan manusia yang membahayakan atau pun merusak, bahkan 
menghilangkan hal-hal urgent yang dipertahankan oleh hukum, seperti nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.  
3) Kondisi (circumstances)  
Pada umunya, kondisi ini dibedakan antara lain :  





b) Kondisi setelah perbuatan dilakukan  
c) Sifat melawan hukum dapat akan mendapatkan hukuman 
Sifat melawan dapat dihukum berkaitan dengan berbagai alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila 
perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, seperti yang berkenaan dengan 
larangan atau perintah. 
E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang 
1. Pengertian Perdagangan Orang 
Perdagangan orang merupakan suatu ―tindakan merekrut,  mengangkut, 
menampung, mengirim atau menerima, seseorang dengan ancaman kekerasan,   
tindakan kekerasan, menculik, menyeka, memalsukan, menipu, menyalahgunakan 
kekuasaan dalam keadaan rentan, terlilit utang atau memberi  bayaran dengan 
memanfaatkan sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang    
kendali    atas    orang    lain tersebut.  Baik  yang  dilakukan  di  dalam maupun luar 
negari, yang bertujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi‖.20 
Dapat di peroleh kesimpulan melalui definisi  di  atas, bahwa trafficking  
adalah kejahatan kemanusiaan  yang  tidak  boleh memperoleh kata ditoleransi. 
Kemunculannya telah merampas hak-hak kemanusiaan, karena perbuatan terebut 
telah merampas hak asasi manusia yakni; hak memperoleh kebebasan pribadi, hak  
untuk  tidak disiksa, hak agar tidak  diperbudak,  hak untuk diakui sebagai pribadi 
dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.  
Adapun modus-modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah 
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a. Merekrut  calon  pekerja  wanita  16-25 tahun 
b. Menjanjikankorban akan di pekerjakan di restoran, salon kecantikan,    
karyawan hotel, dan pabrik dengan gaji yang terbilang tinggi 
c. Identitas dipalsukan 
d. Diberikan biaya   administrasi,   transportasi,  dan akomodasi padahal hal 
tersebut merupakan modus dari pelaku. 
e. Tidak ada calling visa atau hanya menggunakan visa kunjungan singkat 
f. Tiba-tiba putujaringan 
g. Korban dijual, disekap, serta dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial 
(PSK).21 
Ada tiga elemen pokok yang termuat pada pengertian perdagangan orang di 
atas. Pertamaelemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut,  
memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua,  elemen  sarana atau cara 
untuk mengendalikan korban, yang meliputi: pengancaman, pemaksaan, berbagai 
bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan   kekuasaan 
pada posisi rentan atau memberi dan menerima keuntungan  untuk  memperoleh 
persetujuan dari orang yang mengendalikan diri korban. Ketiga, elemen tujuannya, 
yang meliputi: eksploitasi, yang berkaitan dengan prostitusi atau bentuknya 
eksploitasi terkait seksual lainnya, diperkerjakan secara paksa,   diperbudak, 
diambilnya organ tubuh. Jika memenuhi  semua  elemen  tersebut  maka  seseorang 
akan yang memiliki elemen-elemen diatas akan menjadi sasaran utama korban 
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Pasal 1 butir 1 Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2007, Tanggal 19 April 
2007 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 No. 58 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang didalamnya 
menyatakan bahwa ―Perdagangan orang merupakan segala tindakan merekrut, 
mengangkut, menampung, mengirim atau menerima seseorang dengan ancaman 
kekerasan, tindakan kekerasan, pemalsuan, penyekapan, penculikan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, terjerat utang atau memberi bayaran 
mengambil manfaat dengan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas korban tersebut, baik yang dilakukan di dalam negari maupun luar 
negeri, untuk tujuan mengeksploitasi sehingga mengakibatkan orang menjadi 
tereksploitasi‖23 
Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka segala pembatasan Hak Asasi 
Manusia (HAM) tidak dapat diterima dengan alasan dan atau dalam kondisi apapun. 
Pada umumnya, Hak Asasi Manusia (HAM)  secara formal dijamin dan dilindungi 
oleh sistem hukum dan atau sistem Peradilan yang ada. Perlindungan Hak Asasi 
Manusia (HAM)  yang langsung terkait dengan secara sah dijamin oleh berbagai 
hukum Internasional, Perjanjian dan kebiasaan internasional atau customary 
international law, sebagaimana yang tertera pada The U.N. Protocol to Prevent, 
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Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.24 
Masalah perdagangan perempuan dan anak pada saat yang lalu sampai 
sekarang masih tetap merupakan isu nasional yang merebak di wilayah Indonesia. 
Kasus trafiking ini perlu di hadapi dan di tangani sampai tuntas oleh pemeritah 
Indonesia sebagai Negara yang di kategorikan kasus trafiking nya cukup tinggi dan 
kepedulian masyarakat serta pemerintah dalam trafficking tahun 2006 dari USAID 
menunjukkan bahwa Indonesia menempel peringkat ke dua di seluruh dunia untuk 
kasus trafficking. 
Fenomena trafficking merupakan kasus yang berkaitan dengan adanya 
perempuan yang di perdagangkan dan menjadi korban jual beli sebagai pekerja seks 
komersial, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba, dan bentuk lain 
dari eksploitasi kerja.  
Beberapa alasan yang memicu timbulnya kasus trafficking berkaitan dengan 
akar masalah orientasi nilai budaya masyarakat dari dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Hal lain yang 
menyebabkan terjadinya trafficking didasari oleh kenyataan melemahnya peranan 
pengawasan lembaga keluarga dan rasa solidaritas sosial antarwarga masyarakat 
terutama untuk pemenuhan dan melaksanakan fungsi kebutuhan sosial ekonomi serta 
psikologis yang sekaligus menjadi alat kontrol terhadap anggota keluarga.25 
 Pencegahan tindak pidana perdagangan orang memang bukanlah perkara yang 
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dapat kita kesampingkan perosalan mendapatkan solusi terbaik dalam menuntaskam 
permasalahannya. Akan tetapi, angka terjadinya tindak pidana perdagangan orang 
bisa untuk di minimalisir. Dengan upaya-upaya yang di lakukan oleh seluruh elemen 
bangsa. 
2. Perdagangan Orang dalam Pandangan Islam 
Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Wujud penghargaan   
terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  itu  dapat dilihat  pada  aturan  syariat  yang  akan 
memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia. Selain  
itu,  pemuliaan  Allah  Swt terhadap  eksistensi  manusia  di  dunia  juga ditegaskan  
baik  dalam  al-Qur’an  maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra  Ayat 70 
 
                         
                     
Terjemahnya :   
―Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan. Maksudnya Allah memudahkan bagi anak 
Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh 
penghidupan.‖
26 
Sisi kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada manusia dengan berbagai 
macam kenikmatan yang dianugrahkan, rasanya tidak dapat terhitung nilainya. 
Nikmat  roh  sebagai  tiupan  dari Allah  Swt, nikmat  akal sehat  sebagai  nikmat 
kemampuan   dan   potensi, nikmat   menggunakan  apa  yang  ada  di  langit  dan  
bumi, baik   yang   telah   dimanfaatkan   maupun yang  belum  terungkap,  nikmat  
                                                 





rezeki dan kemampuan  untuk  bekerja  dan  mencari mata    pencaharian    
kehidupan, nikmat dijadikannya sebagai pemimpin di muka bumi  dan  perintah  
untuk  membangunnya, nikmat  karena  diciptakan  dari  satu  bapak, yaitu   Adam,  
serta bertuhan   yang   satu,   yaitu Allah   swt   juga   nikmat   beragama   yang satu,  
yaitu salah satunya yakni agama Islam.  Sebagai  agama bagi  hamba-hambanya, 
nikmat mengutus rasul-rasul berada pada penutup  para  rasul, yaitu Nabi Muhammad 
saw; dan seterusnya27 
Dalam  hadis juga banyak menegaskan kehormatan dan  kemuliaan  individu 
mukmin di hadapan Allah swt bahkan melebihi kemuliaan/kehormatan dari ka’bah 
sendiri. 
3. Trafficking dan  Solusinya  dalam  Per-spektif  Hukum Islam 
a. Trafficking (perdagangan orang) dalam perspektif  Islam 
Berdasarkan konsep dasar bahwa unsur terpenting dalam trafficking adalah 
eksploitasi.  Tindakan  mengeksploitasi  merupakan ―perbudakan‖ jenis baru di   abad 
modern. Disebutkan dalam penjelasan atas Undang-Undang (UU) Pencegahan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) trafficking merupakan bentuk modern dari 
perbudakan manusia. 
Itulah  sebabnya,  praktik  ini  merupakan salah tindakan kejahatan yang 
sangat berbahaya karena merampas harkat dan martabat manusia.   Hukum  yang  
berlaku  di  Negara Indonesia sudah sangat tegas melarang segala bentuk perbudakan 
dalam artian juga termasuk perdagangan orang. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM) pada pasal 20 disebutkan bahwa tidak ada  seorang pun yang 
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boleh diperbudak atau diperhamba oleh manusia lainnya.    
Perbudakan maupun perhambaan, perdagangan wanita, dan seluruh    
perbuatan yang demikian lainnya yang memiliki tujuan serupa akan diberi sanksi 
hukum. Tindakan   sebagaimana   yang   disebutkan dalam  pasal  tersebut diatas 
merupakan  pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
Hukum  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia sudah sangat menegaskan bahwa 
perbudakan atau perdagangan orang akan diberi sanksi hukum. Seperti dalam 
Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  pasal 
20 yang menyebutkan bahwa:  
―Tidak ada seorangpun yang boleh untuk diperbudak  atau diperhamba. 
Perbudakan  atau  perhambaan, perdagangan wanita, dan seluruh    tindakan 
apapun, yang memiliki tujuannya serupa, dilarang.‖ 
Tindakan seperti yang telah disebutkan pada pasal tersebut merupakan 
tindakan yang melanggar atau merampas hak asasi manusia. Sejarah sosial  hukum  
Islam, juga sangat tidak menyetujui akan kasus perbudakan manusia. Salah satu dari 
misi  dakwah risalah Nabi Muhammad SAW ketika Islam  datang   adalah 
menghapus segala bentuk perbudakan yang ada di muka bumi lalu mengambil 
tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan yang terpuji dan akan 
mendapatkan derajat yang sama dengan orang  yang mati syahid.  
Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan    
memerdekakan budak apabila seseorang  menunaikan  ibadah  puasa  pada bulan  
Ramadan dengan sadar dan secara sengaja melakukan hubungan seksual dengan 
isteri/suaminya pada siang hari.  
Memerdekakan budak juga wajib kepada seorang muslim yang  membunuh 





menceraikan isterinya melalui proses yang tidak sah. Berlaku baik kepada budak atau 
hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana kita berlaku baik  kepada kedua orang 
tua, anak yatim, orang miskin, kerabat, tetangga dekat maupun  tetangga jauh.  
Dilarangnya menyakiti budak didasarkan pada hadis berikut yakni ―siapa   
yang menampar atau menganiaya budaknya, maka ia wajib  memerdekakannya.    
Dan dianjuran untuk mengajari, mendidik serta mengawinkannya. 
Secara  lebih  khusus,  al-Qur’an  juga bicara   tentang   perdagangan   
Perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33. 
 
                            
                     
                         
                               
               
Terjemahnya : 
―Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-
budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak 
mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa itu.‖
28 
                                                 





Dari ayat diatas  secara  singkat  dapat disimpulkan  ke    dalam    beberapa    
hal. Pertama,    kewajiban memberikan perlindungan kepada mereka yang  lemah. Ini  
lebih  ditujukan  kepada  kaum  perempuan,   karena   mereka   adalah   kelompok 
masyarakat     yang     dilemahkan     dalam konteks    masyarakat    Arab ketika itu. 
Kedua, diwajibkan untuk membebaskan  orang-orang yang sedang dalam 
perbudakan. Sebagian ahli tafsir memiliki pandangan bahwa kewajiban ini 
diperuntukan ke pundak umat muslimin. Sebagian  lagi diwajibkan pembebasan 
tersebut oleh tuan atau pemiliknya/al-sayyid. Pada kasus perbudakan yang lama 
pembebasan tersebut  dilakukan dengan membelinya dengan tujuan untuk 
memerdekakannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada  Bilal bin  
Rabah. Ketiga, diwajibkan menyerahkan hak-hak ekonominya.  Hak-hak bagi mereka 
yang di pekerjakan untuk majikannya upahnya harus diberikan.  Dan keempat, 
mengeksploitasi  tubuh  perempuan  untuk kepentingan duniawi hukumnya haram.  
Ayat tersebut diturunkan Tuhan pasti memiliki tujuan yang bila kita cerna 
adalah untuk membatalkan praktik-praktik ―trafficking in women‖ yang kebanyakan 
dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dulu, walaupun dilakukan oleh  seorang  
tokoh  utama  kaum  Munafiq yaitu Abd Allah bin Ubay bin Salul.29 
b. Solusi dari Persfektif Hukum Islam. 
Islam begitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan setiap orang, oleh karenanya 
Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan yakni sebagai berikut:  
1) Memerdekakan   budak, hal ini tentu akan mendapatkan balasan dari Allah 
SWT 
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2) Memberikan sanksi bagi pelanggar hukum dengan memerdekakan budak,   
pembunuhan  tidak sengaja, dzihar seperti sanksi  sumpah  palsu, sanksi yang 
diberikan yakni dengan memerintahkan majikan supaya budak memiliki untuk  
memerdekakan  diri/mukatabah yang  menyebabkan budak  berhak 
memperoleh zakat atas uasahanya dalam memerdekakan  dirinya dan tidak 
lagi memiliki ketergantungan ekonomis terhadap tuannya. 
3) Melaksanakan  nazar  dengan memerdekakan budak.30 
Pada   hakekatnya,   orang yang dipaksakan untuk melacurkan   dirinya   
adalah orang-orang yang telah dirampas hak-hak asasinya. Kelompok ini   
dikategorikan dalam pandangan Islam sebagai al-mustadh’afin atau orang-orang yang 
diperlemah, yakni orang-orang yang disebabkan karena tertindas akibat dari sistem 
dan juga struktur yang tidak seimbang dalam tatanan masyarakat.  
Al-Qur’an maupun hadis memang menegaskan bahwa orang yang dipaksa 
melacurkan diri, dijanjikan Allah SWT ampunan dan kebebasan dari siksa dosa 
selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok seperti ini  
sama artinya ketika kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang 
berisikan kata-kata untuk menjadi kafir, sementara  hatinya  tetap  beriman  kepada 
Allah swt. 
Upaya-upaya telah di lakukan untuk menekan laju terjadinya Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO), akan tetapi tidak dapat kita bantah bahwa kasus 
perdagangan orang bukanlah perkaran yang mudah untuk diminimalisir apalagi di 
tuntaskan secara afdal. Kasus-kasus yang sama masih terus terjadi, selain dari strategi 
yang belum cukup tepat terhadap masalah yang dihadapi, pengaktualisasian dari 
                                                 





upaya yang telah di tetapkan belum cukup maksimal. Maka dari itu, di perlukan 
untuk mengevauasi kembali prihal strategi yang telah ditetapkan maupun aplikasi dari 
strategi tersebut. 
F. Tinjauan Tentang Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
1. Pengertian Efektif  
Kata efektif yang di dalam bahasa Inggris disebut effective artinya berhasil 
atau sesuatu yang dikerjakan berhasil. Efektifitas berhubungan dengan hasil yang 
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektifitas mengandung arti 
―efectiveness‖ yang berarti memiliki efek keberhasilan. Menurut Muasaroh (2010) 
efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah 
sebagai berikut: (1) Aspek tugas/fungsi, yakni suatu lembaga dikatakan efektivitas 
jika berhasil  dalam melaksanakan tugas atau fungsinya. (2) Aspek rencana atau 
program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana yang 
terprogram, jika seluruh rencana dapat dilakukan dengan baik, maka rencana atau 
program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu 
program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat 
dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Jika aturan dapat 
dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau peraturan telah berlaku secara 
efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan 
efektif menurut hasilnya jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut telah 
tercapai. 
Menurut pengertian diatas, sesuatu dapat dikatakan efektivitas jika apa yang 
dilakukan telah mencapai tujuan. Misalkan suatu lembaga sedang menjalankan 





berhasil dalam menjalankan programnya. 
2. Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
Pengertian efektivitas telah di jabarkan pada point pertama, sudah cukup jelas 
bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila sesuatu yang dilakukan telah berhasil. 
Jika berbicara mengenai tingkat keefektivan pencegahan tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO), tentu kita sepakat bahwasannya, belum ada satupun strategi yang 
dapat dikatakan efektiv dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 
Mengapa demikian? Karena kasus perdagangan orang telah merambah hingga 
tingkat Internasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan 
menyelesaikan kasus tersebut, namun kasus yang sama masih terus kembali terjadi, 
hingga saat ini. Terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini, teknologi sudah 
sangat canggih. Penggunaan teknologi dengan tujuan yang salah juga menjadi salah 
satu faktor yang memperparah terjadinya tindakan kriminal, salah satunya adalah 
kasus perdagangan orang. 
Predator trafficking mencari korbannya selain secara langsung, juga melalui 
via online. Secara statistika sekitar 25 % jumlah anak hilang, akibat penggunaan 
sosial media, mereka bertemu dengan penculik yang dikenalnya melalui facebook. Di 
era kontemporer saat ini, kemajuan teknologi sudah semakin canggih, penggunanya 
sudah tidak lagi dibatasi prihal umur. Sehingga anak-anak yang masih dibawah umur 
pun sudah dapat menggunakan handphone. Sesungguhnya handphone tidak hanya 
berdampak negatif, juga sisi positif yang dapat diambil penggunanya, jika di gunakan 
pada tujuan yang tepat. 
Namun, anak-anak yang cenderung memiliki rasa ingin tahu tinggi apabila 





handphone dan membuka sosial medianya tanpa batas sehingga tidak menutup 
kemungkin, penggunaan yang tidak wajar dan tidak seharusnya terjadi. Sosial media 
dapat menghubungkan penggunanya dengan orang-orang jauh sekalipun, baik orang 
yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal sebelumnya, dengan orang yang 
memiliki tujuan baik maupun buruk. Maka dari itu perlunya kita berhati-hati dalam 
menggunakannya. 
Anak-anak masih polos, belum sepenuhnya mampu membedakan yang bisa 
dan tidak bisa dipercaya, sehingga jika seorang anak menggunakan sosial media 
tanpa pengawasan orang tua, maka hal tersebut menjadi sasaran yang paling mudah 
bagi predator perdagangan orang dapatkan, terlebih bagi anak-anak dan remaja yang 
sering kali membagikan tentang kehidupan pribadinya di sosial media, sehingga 
memudahkan pelaku dalam melacak dan mencari tahu info tentang sasaran 
korbannya. 
Penggunaan sosial media tanpa batasan pada anak-anak bisa terjadi karena 
kurangnya aktifitas yang positif, akibatnya bagi anak-anak yang memiliki handphone 
mencari hiburan di media sosial untuk mengisi waktunya. Pengawasan dari orang tua, 
dengan memberikan batasan dalam penggunaan handphone yang diberikan kepada 
anak, serta mencarikan anak-anak aktifitas yang positif untuk mengisi waktu 
luangnya. 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan orang 
hingga saat ini belum dapat diberantas secara tuntas. Maka dari itu perlunya 
pencegahan serta penanganan yang serius baik dari lembaga pemerintah, non 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
   Penelitian terkait strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPPA) dalam  mencegah tindak pidana perdagangan ini dikategorikan 
sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan 
manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam 
kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.31 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif yaitu 
memberikan gambaran gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian yang secara 
sistematis dan akurat tentang kondisi dan fenomena-fenomena yang ada secara 
kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.32 
2. Lokasi Penelitian 
Selaras dengan judul, penelitian ini berlokasi di Dinas  Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar. Penelitian lokasi ini 
dikarenakan oleh beberapa faktor  antara lain, karena belum pernah ada penelitian 
yang sama dengan judul yang peneliti angkat, dan lokasi yang dekat dari tempat 
tinggal peneliti. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan fokus permasalahan penelitian, penedekatan yang digunakan 
adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan yang dibutuhkan untuk 
mengetahui Strategi Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota 
Makassar. Pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan yang mempelajari 
hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 
menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, 
cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, kepercayaan 
dan keyakinan. Pendekatan sosiologi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan 
sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi, hingga 
kepada hal-hal yang besar.33 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam skripsi ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang 
setelah turun penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 
data yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
a. Sumber data primer diambil berdasarkan interaksi langsung di lapangan 
bersama informan baik berupa wawancara maupun observasi di dalam 
masyarakat. Adapun sumber data primer adalah informan dalam 
wawancara yaitu Kep. Bidang Perlindungan Perempuan, Ketua Tim 
Reaksi Cepat (TRC),  Kasi. Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak Staff Bidang Data dan Informasi.  
                                                 






2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, 
hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya 
yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer tersebut. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada 
beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Observasi 
Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 
pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, misalnya di bentuknya gugus 
trafficking oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
dalam Mencegah Tindak Pidana Peradagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar 
untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).34 
2. Wawancara 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam 
menentukan informan. Purposive sampling adalah metode yang mencakup orang-
orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan 
tujuan penelitian. Wawancara (interview) dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara mendalam dan wawancara terbuka. Dalam penelitian ini peneliti akan 
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mewawancarai beberapa informan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar.  
Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti 
dalam menggunakan metode wawancara yaitu subjek adalah orang yang paling tahu 
dirinya sendiri, orang yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 
dapat dipercaya, interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan 
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. 
Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, sehingga 
peneliti merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan 
kegiatan lapangan dan dibentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk foto-
foto, catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung 
kevalidan data dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 
peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 
menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi daftar pertanyaan untuk wawanara, kamera (camera), alat 
perekam suara (tape recorder) dan alat tulis. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Tujuan analisis data yaitu untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang 
mudah dibaca dan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan 





yang sebenarnya/fenomena yang terjadi pada masyarakat. Adapun langkah-langkah 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data  
Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi 
dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta 
ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 
2. Penyajian Data  
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Kemudian dari penyajian data 
tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang subtantif dan yang 
mana data pendukung. 
3. Teknik Analisis Perbandingan  
Teknik analisis perbandingan digunakan dalam mengkaji data-data yang telah 
diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam, lalu membandingkan satu 
data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah dengan 
menarikan kesimpulan dan memverifikasi. Setiap kesimpulan awal yang telah 
dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-
bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama barada di 





penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 
berlangsung dengan cara memikirkan ulang serta meninjau kembali catatan-catatan 








A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kota Makassar 
 Kota Makassar biasa dieja Macassar, Mangkasar; mulai 1971 hingga 1999 
Ujung Pandang resmi menjadi sebuah kotamadya sekaligus menjadi ibu kota Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kotamadya ini termasuk kota terbesar pada  5°8′S 119°25′E 
Koordinat:  5°8′S 119°25′E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan 
Selat Makassar.  
 Kota Makassar menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dan 
sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga termasuk kota terbesar ke-
4 di Indonesia yang letaknya di kawasan timur. Kota Makassar telah menjadi pusat 
perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul 
jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
 Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota 
ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota 
Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 
jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. 
 Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup 
berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar, 
sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan 
sebagainya dan mayoritas penduduknya beragama Islam. 




dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota 
Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara 
kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.  
Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 
RT, luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km2). Luas wilayah per-kecamatan : 
a. Tamalanrea 31,84 km² 
b. Biringkanaya 48,22 km² 
c. Manggala 24,14 km² 
d. Panakkukang 17.05 km² 
e. Tallo 5,83 km² 
f. Ujung Tanah 5,94 km² 
g. Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km² 
h. Ujung Pandang 2, 63 km² 
i. Makassar 2,52 km² 
j. Rappocini 9,23 km² 
k. Tamalate 20,21 km² 
l. Mamajang 2,25 km² 
m. Mariso 1,82 km² 
 Kota Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat,  
Kabupaten Kepulauan Pangkajene  di sebelah   utara, Kabupaten Maros di sebelah 
timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Secara demografis, kota ini 
merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya.  
 Secara geografis batas wilayah Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 




6.646,5/km², Jumlah penduduk: 1,168,258 jiwa. adapun batas wilayah nya 
sebagai berikut : 
a. Arah Timur  : Kabupaten Maros 
b. Arah Barat  : Selat Makassar 
c. Arah Utara  : Kabupaten Maros 
d. Arah Selatan  : Kabupaten Gowa 
 Geografis kota Makassar mempunyai posisi strategis karena letaknya 
berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi 
di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan 
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.  
 Artinya wilayah kota Makassar memiliki koordinat 119 derajat bujur 
timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang beragam antara 1-25 
meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 
dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni 
sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang 
bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah 
kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar 
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². 
 Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
 Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni 




sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 
 Berdasarkan lokasi dan kondisi geografis Makassar yang telah di 
gambarkan, di peroleh penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar sangat 
strategis jika di pandang dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik, dari sisi 
ekonomi,  
 Namun sangat di sayangkan karena Kota Makassar belum di kembangkan 
secara optimal, hanya Surabaya yang di jadikan sebagai home base dalam 
mengelola produk-produk draft kawasan timur. Padahal jika Makassar juga di 
kembangkan,  maka otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
kawasan Timur Indonesia dan mendorong percepatan pembangunan. 
 Dalam artian dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis Makassar unggul 
di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan 
wilayah terpadu Mamminasata. 
 Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 
661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk 
menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk 
kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100 penduduk wanita 
terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku 
Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, 
Jawa dan sebagainya. 
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Makassar (DPPPA) 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 




2016 tentang  kedudukan, susunan organisasi,  tugas  dan fungsi  serta  tata terja  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak (DPPPA). Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 
perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 
Nomor 8). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 
lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
memiliki tugas inti yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan 
perempuan dan anak. 
2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassar 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar memiliki fungsi yakni merumuskan, menyusun, dan menyiapkan 
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan kualitas hidup perempuan, perlindungan 
terhadap perempuan dan anak. Terakhir, merumuskan, menyusun, dan 
menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program 
pemberdayaan perempuan. 
3.  Visi, misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassar 
Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar adalah ―Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam 




hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang. b. Meningkatkan kualitas 
kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak-anak. c. 
Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.‖
35 
Masalah-masalah yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, sebagai berikut : 
1) Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum 
efektif. 
2) Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak masih kerap kali terjadi. 
3) Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintahan belum 
maksimal. 
4) Masih kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender. 
5) Koordinasi pencegahan dan penanganan trafficking yang belum 
optimal. 
6) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap 
kekerasan dan trafficking. 
7) Belum optimalnya pembinaan organisasi perempuan. 
8) Tidak adanya data statistik gender.36 
4. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassaar 
Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91  Tahun 2016 
tentang  kedudukan, susunan organisasi,  tugas  dan fungsi  serta  tata kerja  Dinas 




di akses pada 25 Juli 2020 pukul 23:30. 
 36 Ibid. http://dp3amakassarkota.info/wp-content/uploads/2018/08/LKIP-DPPPA-2017-08-




Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak (DPPPA ) dan peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 
perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 
No. 8). Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPPA) Kota Makassar adalah sebagai berikut :37  
Struktur Organisasi Periode Bulan Juli Tahun 2019 – Sekarang 
Lampiran  : Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor  : 91 Tahun 2016 
Tentang  :Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. Adapun Struktur 
Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassar adalah sebagai berikut : 
b. Kepala Dinas   : Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si 
c. Sekretaris    : Dra. Syahniar Syam, M.Si 
d. Kasubag Perencanaan  
dan Pelaporan   : Muhammad Risal 
e. Subag Keuangan   : Nurhamni Hasan. S.H, M.H 
f. Subag Umum & Kepegawaian : Asni S.H, M.Si 
g. Kep. Bidang Kualitas Hidup  
Perempuan   : Sri Wahyuni, S.T 
h. Kep. Bidang Perlindungan 
Perempuan   : Hj. Hapidah Djalante, S.IP 
                                                 
 37 Ibid. http://dp3amakassarkota.info/wp-content/uploads/2018/08/LKIP-DPPPA-2017-08-





i. Kabid. Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak  : Achi Soleman, S.STP, S.Sos, M.Si 
j. Kep. Bidang Data dan  
Informasi    : Dra. Sulfiani Karim, M.Si 
k. Kasi. Pengurus Utamaan 
Gender    : Dra. Andi Fitadiana M.m 
l. Kasi. Pemberdayaan Perempuan : Andi Dewi Ratnasari, S.Sos 
m. Kasi. Kesehatan dan Kualitas 
Hidup    : Drs. M. Hatta 
n. Kasi Perlindungan Perempuan : Tinaba Kilala Mangiwa, S.P 
o. Kasi. Penguatan Kelembagaan 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak    : Megawati Hatibe, S.E, M.Si 
p. Kasi. Pencegahan Kekerasan 
Perempuan   : Dra. Hj. Andi Erliana, M.Hum 
Kasi. Pemenuhan Hak Anak : Suhriah, S.H 
q. Kasi. Perlindungan Khusus Anak : Mada Seri Palamba, S.Sos 
r. Kasi Peran serta Masyarakat  
Dalam pemenuhan Hak Anak : Faridah S.ST 
B. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPPA) di Kota Makassar 
Perdagangan orang merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan 
serius. Karena merupakan sebuah tindakan yang merampas hak dan dapat 




perdagangan orang, diperlukan adanya strategi untuk mencegah dan menanganinya. 
Salah satunya adalah dengan adanya strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassar. 
Dinas Pemberdayaan Permempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak serta 
perlindungan anak dan perempuan. Lembaga tersebut memberikan peluang bagi anak 
dan perempuan untuk dapat memperoleh hak-haknya. Selama ini anak dan 
perempuan sering menjadi sasaran tindakan yang tidakan yang negatif, karena 
pandangan-pandangan yang menganggap anak dan perempuan adalah kaum yang 
lemah.  
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, terkait strategi 
pencegahan tindak pidana perdagangan orang, terdapat 5 startegi yang dilakukan 
yakni sebagai berikut : 
1. Penetepan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA) 
Anak menurut Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 terkait perlindungan 
anak adalah setiap orang yang  berusia 18 (delapan belas tahun), juga terhitung anak 
yang masih berada di dalam kandungan. Anak tidak sama dengan orang dewasa, 
karena  fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral belum  mencapai tahap kematangan. 
Maka dari itu, secara sosial dan budaya anak bukan hanya bergantung dengan orang 
tua dan keluarganya saja, tetapi juga perlu keperdulian dari orang-orang dewasa, serta 
sistem sosial dan budaya pada masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang. 




keselamatan anak, sehingga dapat menyebabkan anak dieksploitasi dan mendapatkan 
tindakan kekerasan. Olehnya itu, perlu dilakukan upaya yang dapat melindungi anak. 
Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar sendiri, telah memiliki salah satu strategi dalam memberikan perlindungan 
serta memenuhi hak-hak anak, yang dinamakan startegi Kota Layak Anak (KLA). 
Kota Layak Anak (KLA) menyangkut pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis anak. Adapun menurut Ibu Achi 
mengenai Strategi Pencegahan TPPPO yang dilakukan oleh DPPPA adalah sebagai 
berikut  
―Strategi yang dilakukan oleh DPPPA, dalam menangani kasus TPPO 
sebenarnya banyak, salah satunya adalah pengembangan Kelurahan dan 
Kecamatan Ramah Anak, yang didalamnya dinamakan Strategi Kota Layak Anak 
(KLA) dalam lingkup Kota Makassar. Berbicara tentang Kota Layak Anak 
(KLA), ada 5 klaster, jadi upaya yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar 
mengembangkan 5 klatser ini.‖ 
5 klatser dalam Kota Layak Anak (KLA) , yang di upayakan untuk 
dikembangkan, tersebut  adalah sebagai berikut :  
a. Hak Sipil dan Kebebasan 
Anak-anak memiliki hak individual yang harus dipenuhi, seperti hak untuk 
hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan serta partisipasi. 
Kebebesan pun termasuk hak anak yang harus diberikan, dengan tetap mengawasi 
tumbuh dan berkembangnya, orang tua, serta lingkungan masyarakat sebagai 
perantara bagi anak untuk dapat terpenuhi hak-haknya tersebut.  
Peran serta orang tua beserta lingkungan sangat besar terhadap pemenuhan 
hak-hak anak tersebut, sebab tanpa bantuan dan dorongan dari mereka, hak-hak anak 
tentu tidak dapat dipenuhi dengan baik. Adanya klaster Hak sipil dan kebebasan 




terpenuhinya hak sebagai warga negara. 
b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 
Anak membutuhkan pengasuhan khusus untuk tumbuh kembangnya, tidak 
jarang orang tua membutuhkan layanan dari konsultan tentang anak untuk diberikan 
pengetahuan mengenai pengasuhan yang terbaik bagi anak. Lingkungan keluarga 
yang mendukung tumbuh, kembang anak adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi 
anak, untuk menunjang pertumbuhannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak 
sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan pengasuhannya, jika lingkungan 
dan pengasuhannya baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan baik, dan 
sebaliknya, apabila lingkungan dan pengasuhannya tidak baik, akan berdampak buruk 
pula pada pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan aleternatif menajdi bagian dari 
klaster yang mendukung pemenuhan hak serta memberikan perlindungan pada anak. 
Tujuannya tentu agar lingkungan dan pengasuhan pada anak dapat terpenuhi secara 
layak. Tetapi klaster tersebut diatas jika kita melihat pada fakta saat ini, masih banyak 
permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga dan pengasuhan yang salah. 
Bukti bahwa masih banyak kita dapatkan anak-anak mendapatkan lingkungan 
serta pengasuhan yang tidak baik, bisa kita lihat dari anak-anak yang masih sekolah 
yang berperilaku menyimpang, anak-anak jalanan, pergaulan bebas yang telah 
merambah pada anak-anak, penggunaan obat-obat terlarang. Telah banyak 
penyimpangan yang kita dapatkan berasal dari anak. 
Bahkan dari akibat dari lingkungan keluarga yang tidak baik teradat keluarga 
yang tega memperdagangkan anaknya sendiri karena desakan ekonomi dengan motif 




ketua TIM TRC : 
―Ada juga orang tua yang memperdagangkan anaknya sendiri, kebanyakan 
berasal dari keluarga yang terdesak persoalan ekonomi, ada beberapa tipe-tipe 
perdagangan anak, yang dilakukan oleh orang tua, diantaranya adalah menyuruh 
anaknya untuk mengemis, ada yang bayinya disewakan sebagai umpan pengemis, 
bahkan ada juga yang memperdagangkan anaknya ditempat-tempat pekerja seks 
komersial. Untuk penanganannya, pertama kami melakukan assessment keluarga, 
yang dilibatkan RT/RW, dengan pemerintah setempat termasuk kelurahan, 
linmas, babinsa, untuk melihat kondisi keluarga ini, yang kedua adalah proses 




Hal tersebut tentu tidak terlepas dari lingkungan dan pengasuhan yang tidak 
baik. Maka dari itu, klatser ini perlu untuk di maksimalkan kembali. Agar anak-anak 
terpenuhi hak serta tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. 
Contoh kedua, perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua adalah 
sebagai berikut : 
― Kasus kemarin yang terjadi di Rumah Sakit, anak yang baru lahir mau di 
berikan kepada orang lain, dengan bayaran sekian. Kami mencegahnya, karena 
hal tersebut sudah termasuk perdagangan orang, kalau mau tetap orang tuanya 
yang asuh, tinggal menitipkan uang pengasuhan kepada orang tuanya, 
dikarenakan tidak mampu ini orang tuanya, bukan dengan cara mengambil 
anaknya.‖
39 
Perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, juga bisa terjadi 
karena desakan ekonomi juga minimnya pengetahuan tentang Undang-Undang (UU) 
perdagangan orang, akibatnya banyak kasus terjadi dilingkungan masyarakat yang 
disebabkan karena alasan tidak tahu. Maka dari itu, sosialisai mengenai perdagangan 
orang diusahakann harus sampai kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui 
apa saja ciri-ciri, serta dampak dari perdagangan orang, sehingga angka kasus 
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perdagangan orang baik terhadap anak maupun perempuan dapat dikurangi. 
c. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar 
Aspek kesehatan dan kesejahteraan dasar tidak dapat di marginalkan dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak, ada sebuah kutipan yang mengatakan dari 
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kutipan tersebut bukan hanya ditujukan 
kepada orang-orang dewasa namun juga pada anak-anak. Kesehatan anak-anak 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, maka dari itu, segala hal yang  
berhubungan dengan kesehatan anak harus selalu di perhatikan, seperti halnya 
tersedianya kawasan bebas asap rokok, pelayanan ramah anak di puskesmas dsb. 
Selain itu kesejahteraan dasar seperti anak dari keluarga miskin memperoleh akses 
peningkatan kesejahteraan. 
Meski telah terbentuk klatser kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak anak 
dalam memperoleh kesehatan serta kesejahteraan masih dapat kita katakana belum 
merata. Padahal kesehatan dan kesejahteraan dibutuhkan oleh seluruh anak-anak, baik 
dari Sabang sampai Marauke. Namun, kita tidak bisa menafikkan bahwa fakta yang 
kita temukan anak-anak menengah kebawah masih banyak yang belum terpenuhi hak 
kesehatan serta kebutuhan dasarnya. Padahal setiap anak memiliki hak yang sama, 
yakni hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasi. 
Maka yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan anak-anak dari keluarga 
menengah kebawah yang kekurangan dalam hal pemenuhan kesejahteraan serta 
kesehatan tidak terjamin. Tertebentuknya klatser kesehatan dan kesejahteraan dasar 
menjadi harapan bagi semua anak-anak untuk dapat memperoleh kesehatan serta 
kebutuhan dasar secara merata. 




Program pemerintah wajib sekolah selama 12 tahun mendukung anak-anak 
menjadi generasi yang unggul. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang 
harus di perhatikan tumbuh dan kembangnya, agar harapan bahwa anak adalah 
penerus bangsa tidak hanya sebatas harapan.  
Pemanfaatan waktu luang anak pun perlu diperhatikan, hal ini sangat 
berkaitan dengan pendidikan anak, orang tua dapat mengisi waktu luang anak dengan 
berkreasi atau memberikan permainan mengasah otak dan menambah wawasan anak 
di rumah. 
Ada pula yang namanya zero buta huruf untuk anak yang putus sekolah, yang 
kedua anak-anak harus kembali kesekolah, strategi tersebut sesuai dengan salah satu 
sebab terjadinya perdagangan anak hasil dari wawancara peneliti dengan Ibu Achi, 
Kabid. Pemenuhan dan Perlindungan Anak. 
―Kebanyakan anak-anak yang di perdagangkan itu berasal dari anak-anak 
yang tidak sekolah, ia tidak mengetahui apa yang mau dilakukannya, jadi di 
usianya misalkan 15 tahun berhenti sekolah, padahal di usia tersebut seharusnya 
ia masih bersekolah, tetapi karena pengaruh sosial, ketidakberdayaan ekonomi 
dalam artian orang tuanya miskin, dengan motif ingin membantu orang tuanya 
dan ikut-ikut dengan orang yang katanya akan memberikannya pekerjaan. 
Berpindah, pindah tempat, perdagangan orang ini bekerja secara berpindah-pindah 
tempat, penjualan manusia ketempat yang lain. Misalkan, seorang anak yang 
dijanjikan bekerja di toko, yang berada diluar kota, padahal akan di pekerjakan 
sebagai pekerja seks komersial, ini sama seperti kasus dari anak yang berasal dari 
Majalengka yang dikirim ke Makassar ‖
40 
Pendidikan memang sangat diperlukan bagi anak-anak, program pemerintah 
wajib sekolah selama 12 tahun yakni, dari TK hingga lulus Sekolah Menengah Atas 
(SMA) sudah tepat, namun pendidikan tidak cukup jika hanya sampai di bangku , 
jenjang Perguruan Tinggi (PT) alangkah lebih baik lagi jika dapat ditempuh Sekolah 
Menengah Atas (SMA), anak-anak dan genersi muda adalah penerus bangsa. Penerus 
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bangsa yang unggul lahir dari generasi yang memiliki wawasan luas  dan terpelajar, 
hal tersebut dapat di peroleh jika anak-anak berpendidikan, baik itu pendidikan secara 
formal yakni sekolah dasar hingga perguruan tinggi pula non formal, yang di peroleh 
melalui pengalaman-pengalaman hidup. Sebab, ada sebuah kutipan yang sangat bagus 
menurut peneliti, bahwa setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. 
Kutipan tersebut sangat tepat, sebab dimana saja dan dengan siapa saja merupakan 
sarana untuk kita dapat belajar. 
e. Perlindungan khusus 
Tidak dapat di pungkiri, meskipun telah ada Undang-Undang (UU) yang 
mengatur hak-hak anak, tindakan kekerasan, pemaksaan, tindakan yang merugikan 
anak masih kerap kali terjadi. Maka dari itu anak-anak diberikan perlindungan 
khusus, misalnya anak yang bermasalah dengan hukum, penanggulangan bencana 
dengan memperhatikan anak. 
Strategi Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi yang diharapkan dapat 
berjalan dengan maksimal serta terus dikembangkan, melihat program dari strategi 
tersebut dibentuk dan dijalankan dengan berbasis anak. Perhatian terhadap anak harus 
diberikan secara penuh, melihat fakta yang terjadi anak-anak sering  menjadi sasaran 
tindakan kejahatan. 5 klaster yang di bentuk di dalam strategi  Kota Layak Anak 
(KLA) tersebut sangat baik untuk dikembangkan, karena sudah mencakup hal-hal 
yang di butuhkan oleh anak, seperti hak untuk memperoleh kebebasan, hak tentang 
pengasuhan, hak kesejahteraan dasar dan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak 
untuk memanfaatkan waktu, serta mendapatkan perlindungan. Sebenarnya jika 4 
klaster selain pemenuhan hak anak sudah terpenuhi, klaster pemenuhan hak anak 





― Berbicara tentang trafficking tidak terlepas dari berbagai indikator, dan 
trafficking merupakan indikator terkecil di dalam program kerja Kota Layak Anak 
(KLA). Berbicara KLA itu 1 strategi 5 klaster. Klaster ke-5 yakni perlindungan 
khusus, kalau 4 klaster lainnya telah terpenuhi, tetapi karena semua klaster ada 
masalahnya, maka dibentuklah klaster ke-5. Kalau anak tidak ada akta 
kelahirannya, bisa diperdagangkan, pencurian umur, karena mudah mengganti 
dokumen kependudukan. Untuk tercapainya tujuan Kota Layak Anak (KLA) 
harus terpenuhi ini 5 klaster‖41   
Strategi Kota Layak Anak (KLA) tentu saling berkaitan dengan upaya 
pencegahan tindak pidana perdagangan orang, karena upaya yang dilakukan dari 
strategi tersebut bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak serta memeberikan 
perlindungan pada anak, jika hak anak terpenuhi, serta diberikan perlindungan, tentu  
perdanganan orang terkhusus pada anak dapat diminimalisir. Upaya yang dilakukan 
selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Achi berikut ini : 
―Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan 2 hal yang menjadi 
perhatian khusus, karena 2 hal tersebutlah yang paling dibutuhkan oleh anak. 
Anak-anak sering tidak mengetahui bahwa mereka sedang di perdagangkan, 
misalkan seorang anak yang dijodohkan, motif dari perjodohan tersebut adalah 
untuk mendapatkan uang dari panainya yang tinggi atau untuk melunasi hutang, 
hal tersebut termasuk dalam tindakan perdagangan orang, hanya saja anak dan 
bahkan mungkin juga orang tuanya tidak mengetahui UU yang berlaku tentang 
perdagangan orang.‖
42 
Straegi Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu strategi yang sangat baik 
untuk diterapkan, akan tetapi masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui 
tentang Undang-Undang (UU) perlindungan anak. Maka dari itu upaya yang 
dilakukan perlu untuk di maksimalkan lagi, selain di perkotaan yang memang 
merupakan lokasi rawan Undang-Undang (UU) terjadinya perdagangan orang, di 
                                                 
41 Abdul Naris Ajan, S.Sos, M.Si, (32 tahun), Staff Bidang Data dan Informasi DPPPA, 
wawancara, Makassar, 30 Maret 2020. 
42
 Ibu Achi Soleman (43 tahun), Kabid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, wawancara, 





pelosok-pelosok juga perlu edukasi tentang  perlindungan anak. 
Jika tidak demikian, akan sangat sedikit dari masyarakat yang mengetahui 
tentang tindakan yang merugikan. Maka dari itu pentingnya edukasi tentang 
pencegahan perdagangan orang serta perlindungan anak. 
2. Pembentukan Shelter Warga 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar memiliki harapan agar seluruh permasalahan yang terkait dengan 
perempuan dan anak dapat diatasi. Akan tetapi keterbatasan Sumber Daya Manusia 
(SDM) menjadi hambatan dalam mencapai harapan tersebut. Sehingga Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berusaha untuk 
menemukan solusi dari hambatan yang sedang dihadapai.  
Pada bulan Juli 2016 DPPPA bekerjasama dengan Esensi Fondation untuk 
bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan kekerasan yang terjadi pada 
perempuan dan anak. Selama ini keterlibatan warga masyarakat sangat membantu 
dalam upaya membangkitkan kesadaran untuk menolak segala bentuk kekerasan yang 
terjadi pada perempuan dan anak, serta terlibat pula ketika mengadakan mediasi 
mengenai penanganan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 
Kekerasan Kerhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang 
terjadi di daerahnya. 
Maka untuk menangani permasalahan perempuan dan anak Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Makassar, (Tenri. 
A Palallo) yang menjalin kerjasama dengan Esensi Fondotion memiliki inisiatif untuk 
membentuk shelter warga tingkat kota Makassar, hingga tingkat Rukun Tetangga 




kekerasan kepada anak dan perempuan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 
Shelter warga menangani kasus pencegahan juga penjangkauan kasus tutur Ibu Achi 
berikut : 
―Di dalam shelter warga ada devisi pencegahan perdagangan orang. 
Shelter warga merupakan inovasi dari DPPPA, yang bertujuan untuk 
penjangkauan kasus dan pencegahan. Jadi, selain pencegahan penjangkauan 
kasusnya juga ada. Kalau untuk anak sendiri, tujuan utamanya adalah bagaimana 
agar anak bisa terpenuhi hak serta mendapatkan perlindungan, hal itu sudah ada 
didalam strategi Kota Layak Anak (KLA)‖
43 
Pembentukan Shelter warga diawali dengan melakukan uji coba pada 5 (lima) 
kelurahan yakni Kelurahan Pannampu, Manggala, Macini Sombala, Maccini Parang, 
dan Tamamaung. Melihat keberhasilan yang diperoleh ketika berupaya bersama 
dalam mencegah dan menangani permasalahan terhadap perempuan dan anak, 
sehingga DPPPA menambah shelter warga menjadi 8 delapan kelurahan. 
Adapun yang dimaksud dengan Shelter warga adalah inovasi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Makassar yang 
bekerja sama dengan Esensi Fodotion, dengan harapan dapat meminimalisir kasus 
kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan 
merupakan permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat, 
kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Namun, kekerasan yang dialami, 
dianggap kejadian yang biasa oleh sebagian warga. 
Di bentuknya shelter warga mengacu pada Undang-Undang (UU) Peraturan 
Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak kota Makassar. 
Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan 
masalah perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan. Kondusifnya 
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lingkungan di dalam lingkungan masyarakat tentu memerlukan upaya dari 
masyarakat itu sendiri pula, jika masyarakat mampu menangani kasus-kasus yang 
terjadi, maka hidup bermasyarakat dapat memperoleh ke damaian. Kasus-kasus 
memiliki tingkatan yang berbeda-beda, untuk kasus yang ringan masyarakat dapat 
menyelesaikannya dengan bermusyawarah, tanpa perlu membawa ke lembaga formal 
yang lebih tinggi. Agar tidak menghadapi proses formal yang berkepanjangan yang 
akan menguras energi juga mengakibatkan perpecahan di masyarakat.  
Selain itu, shelter warga juga merupakan tempat untuk menyuarakan pendapat 
dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, 
juga menjadi rumah aman yang warga sediakan bagi korban perdagangan orang mau 
pun korban kekerasan. Rumah aman merupakan rumah warga setempat, yang 
dijadikan sebagai perlindungan sementara dan hanya diketahui oleh pengurus shelter 
warga.  
―Shelter warga merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), jika dalam lingkungan masyarakat 
mengalami suatu permasalahan, shelter warga inilah yang menjadi wadahuntuk 
menyuarakan pendapat-pendapat warga terhadap permasalahan yang sedang 
terjadi dilingkungan setempat. Jika masalah yang dihadapi hanya perkara kecil, 
mereka dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa perlu membawanya 
hingga ke lembaga formal, agar kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga dengan 
baik, namun jika perkara berat, seperti kasus-kasus yang melanggar hukum maka 
warga pun harus terbuka kepada pihak yang berwajib.‖
44 
Terbentuknya shelter warga memang memberikan wadah bagi masyarakat 
untuk dapat menyalurkan pendapat-pendapat terhadap permasalahan yang terjadi di 
dalam lingkungan masayarakat. Hal positif tentu warga dan penegak hukum peroleh 
dari terbentuknya shelter warga karena masyarakat akan semakin banyak yang berani 
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dan mau berpartisipasi dalam hal penanganan kasus yang terjadi di lingkungan 
masayarakat. Sehingga penegak hukum dapat terbantu dalam penanganan kasus-
kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi. 
Pada inovasi ini terlihat keterlibatan warga masyarakat dalam melakukukan 
upaya pencegahan dan penanganan terkait permasalahan perempuan dan anak yakni yang 
menjadi korban kekerasan terlihat lebih efektif daripada dilakukan sendiri, dan hal ini 
tentu dapat mematahkan pandangan yang mengatakan bahwa masyarakat kota itu 
indiviualistik. Setelah shelter warga dijalankan terlihat jika orang-orang di perkotaan 
tidak selamanya individualis, dapat telihat dari keterlibatan aktif warga masyarakat 
perkotaan dalam upaya pencegahan dan penangan korban kekerasan terhadap perempuan 
dan anak. Hal tersebut tentu berkat partisipasi,  komitmen tim warga dalam upaya 
pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. 
Meskipun shelter warga merupakan wadah bagi masyarakat sendiri untuk 
tempat berembuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan 
masayarakat, tentu pihak lembaga formal tetap bertanggung jawab dalam strategi 
pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Meskipun telah terbentuk struktural 
shelter pemantauan serta pemberian edukasi bagi masyarakat dalam menangani 
kasus-kasus yang sering terjadi tetap harus diberikan, agar masyarakat mempunyai 
pengetahuan tentang permasalahan yang biasa terjadi dari  sehingga masyarakat juga 
dapat memberikan solusi yang jauh lebih baik. 
 
3. Pembentukan Gugus Tugas Traficking tingkat Kota Makassar 
 Gugus tugas trafficking dibentuk pada tahun 2017 lalu, telah melakukan 




sosialisasi tingkat kelurahan dan kecamatan. Gugus tugas trafficking berfokus pada 
pencegahan dan penyelesaian mengenai masalah trafficking. Di bentuknya gugus 
trafficking merujuk dari Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2007, tentang 
pemberantasan TPPO. 
 Gugus gugas trafficking terdiri dari seluruh elemen masyarakat serta lembaga 
non pemerintah yang memiliki keperdulian terhadap tindakan kejahatan perdagangan 
orang. Gugus tugas juga di bentuk pada tingkat desa, mengingat dipedesaan pun 
sering terjadi perdagangan orang, dan penanganan kasus perdagangan orang memang 
perlu ditangani dari akarnya. Fenomena yang sering di temukan di pedesaan adalah, 
anak-anak perempuan lulusan SD tidak melanjuktkan pendidikan ke jenjang 
selanjutnya, karena orang di desa-desa  banyak yang beranggapan bahwa perempuan 
tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya pekerjaannya akan kembali ke 
dapur juga. Tradisi kuno tersebut masih banyak kita dapati di pedesaan.45 Adapun 
tradisi keliru berada di pedesaan di sebutkan oleh Pak Makmur berikut : 
―Perdagangan orang bukan pada perempuan hanya dalam bentuk seks 
komersial saja, tetapi pernikahan secara paksa dengan tujuan memperoleh 
keuntungan dari uang panai’anak juga merupakan sindikat perdagangan orang. 
Meskipun anak juga tidak mempermasalahkan, tetapi ketika ia masih dibawah 
umur dalam aturan hukum, pernikahan tersebut juga tidak dibenarkan‖46 
Kebanyakan dari anak-anak perempuan yang tidak lagi melanjutkan 
pendidikan ke jenjang menengah, jika tidak bekerja maka orang tuanya akan 
mencarikan pasangan hidup. Pernikahan dini pun terjadi, tidak sedikit pula dari anak-
anak perempuan tersebut yang tidak mau menikah, akhirnya mereka memutuskan 
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mencari pekerjaan meskipun tidak bermodalkan keterampilan dan pengetahuan. Dari 
anak-anak yang ingin bekerja tanpa keterampilan dan pengetahuan inilah yang juga 
menjadi incaran predator perdagangan orang.  
 Sering kali para predator perdagangan orang menjanji-janjikan pekerjaan yang 
santai dengan penghasilan yang terbilang cukup tinggi bagi anak-anak. Namun, 
sebenarnya pekerjaan yang di janjikan tidak sesuai dengan kenyataanya. Anak-anak 
tersebut di perdagangkan, ada yang di jadikan pekerja seks, di jadikan pengemis, dan 
pekerjaan-pekerjaan yang tidak sepatutnya. 
 Maka dari itu pentingnya di bentuk gugus tugas trafficking di tingkat desa, 
adapun tugas dari gugus tugas trafficking sebagai berikut: 
a. Mengatur proses pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang 
b. Menjalankan advokasi, sosialisasi, pelatihan, serta kerja sama dalam taraf 
nasional hingga tingkat internasional 
c. Memperhatikan perkembangan proses perlindungan korban yang 
meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan menghubungkan kembali korban 
dalam lingkungan sosial 
d. Memperhatikan jalannya proses hukum korban serta 
e. Melakukan pelaporan serta evaluasi. 
 Untuk memperoleh sinergitas dan kesinambungan tindak pidana perdagangan 
orang harus dilakukan secara terpadu, gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi, dan 
gugus tugas kabupaten/kota bekerjasama dengan instansi terkait dalam menyusun 
program, kebijakan, kegiatan pada tingkat lokal maupun nasional. 




Satgas (Satuan tugas) trafficking di kelurahan dibentuk agar supya masyarakat 
memiliki wadah dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, hal ini 
senada dengan hasil wawancara dengan ibu Achi Kabid. Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak berikut 
―Satgas Pencegahan trafficking dikelurahan dibentuk oleh masyarakat 
sendiri, mereka ditugaskan untuk mencegah trafficking, untuk pencegahan 
trafficking, salah satunya adalah dengan sosialisasi, bahwa seperti apa itu 
trafficking, upaya pencegahannya yang diamana salah satu upayanya adalah 
kembali ke sekolah‖
47 
Memberikan informasi mengenai praktik perdagangan orang serta akibatnya 
kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan, mengingat bahwa 
masyarakat rentan menjadi korban perdagangan orang. Dengan adanya satuan tugas 
trafficking yang memiliki program sosialisasi terkait trafficking, maka masyarakat 
akan memperoleh pengetahuan terkait permasalahan perdagangan orang serta cara  
penanganannya. 
Adapun prosedur sosialisasi tersebut, diawali dengan pemberian informasi 
mengenai migrasi illegal yang berasal dari daerah-daerah. Kemudian informasi 
tentang tenaga kerja dan pekerjaan yang resmi untuk pencari kerja, sekaligus 
persyaratan-persyaratannya. Hal yang demikian harus diperhatikan secara serius oleh 
pencari kerja, karena banyak modus dari predator perdagangan orang yang 
memberikan persyaratan mudah dengan gaji yang fantastis. Sosialisasi selanjutnya 
dengan memberikan informasi tentang perdagangan orang serta akibatnya. Selama ini 
informasi terkait perdagangan orang masih sangat minim di peroleh masyarakat, 
sementara pelaku merupakan orang-orang yang sangat lihai.48 Maka dari itu 
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pembentukan satuan tugas trafficking perlu untuk dikembangkan dengan maksimal 
khususnya di Kota Makassar. 
Satuan tugas trafficking telah menyentuh seluruh kelurahan yang berada di 
Kota Makassar  tutur pak Makmur ketua Tim Reaksi Cepat TRC pada saat peneliti 
mewawancarainya berikut : 
―Tugas lembaga kami adalah di wilayah Makassar, untuk wilayah 
Makassar sendiri kami sudah menyentuh semua kelurahan. Memberikan 
sosialisasi terkait pencegahan perdagangan orang. Untuk lingkup Sulawesi 
Selatan, kami juga melakukan sosialisasi di daerah-daerah, termasuk desa-desa, 
dan kami berkolaborasi dengan P2TP2A tingkat Kabupaten/Kota. Karena banyak 
juga tindakan perdagangan orang yang berasal dari daerah-daerah atau desa-desa 
yang di perdagangkan di Kabupaten/kota lain, tanpa sepengetahuan orang tua.‖
49 
Pelaku perdagangan orang biasanya merupakan orang-orang yang telah 
berpengalaman. Mereka biasanya mengawali aksinya dengan mendekati orang tua 
korban, memberikan janji-janji maupun pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, dan meminta jaminan, anaknya harus ikut bekerja dengan pelaku, dalam 
beberapa budaya, tindakan anak tersebut adalah wujud kepatuhan anak kepada kedua 
orang tua. Budaya tersebut lalu dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korbannya. 
5. Menjalin Kerjasama tingkat Sektoral 
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking memerlukan 
penanganan yang terstruktur, serta melibatkan banyak pihak, maka dari itu Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengadakan kerjasama 
tingkat sektoral, pada tingkat sektoral terdiri dari dinas sosial, kejaksaan, polri, lapas, 
bapas. Adapun keterangan lebih lanjut pada hasil wawancara dengan Ibu Achi berikut  
―DPPPA tidak berjalan sendiri, tetapi telah menjalin kerjasama dengan 
instansi yang lain, seperti lapas, bapas, polri, kejaksaan maupun P2TP2A yang 
berasal dari Kabupaten lainnya. Karena DPPPA tentu tidak akan bisa jika 
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menangani sendiri kasus perdagangan orang.‖50 
Penegak hukum tersebut diatas, memiliki peran besar terhadap pencegahan 
tindak pidana perdagangan orang, selain itu dukungan dari seluruh masyarakat sangat 
dibutuhkan, karena kasus ini akan dapat di tangani secara maksimal, jika penegak 
hukum dan masyarakat bekerja sama dalam upaya pemberantasannya. 
Selain dari strategi-strategi yang telah di sebutkan diatas Dinas Pemberayaan 
Perempuan dan Perilndungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam upaya 
pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DPPPA) juga  bekerjasama dengan TRC (Tim Reaksi 
Cepat).  
Secara struktural yang menangani kasus trafficking di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) ditangani oleh pengurustamaan dan 
perlindungan anak.  
―Jika berbicara secara institusi memang dua bidang tersebut yang 
menangani, namun jika untuk penanganan langsung TRC (Tim Reaksi Cepat) 
yang menangani langsung ketika ada kasus seperti itu terjadi terutama ketika 
membutuhkan perlindungan cepat TRC yang dihubungi, lalu kemudian kami 
bawa korban ke rumah aman, TRC pun terlibat dalam pembentukan kebijakan 
mengenai trafficking, karena yang memahami konsep mengenai trafiicking adalah 
TRC, orang-orang TRC bukan orang sembarangan, namun berlatar belakang dari 
pemerhati anak dan perempuan, orang yang bergabung di TRC minimal memiliki 
pengalaman tentang perlindungan anak dan perempuan, dan alumni dari jurusan-
jurusan yang memahami mengenai anak dan perempuan, seperti kessos, hukum, 
psikolog, dan komunikasi―51 
Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, selama menjalankan penelitian, 
maka hasil rumusan masalah pertama mengenai Bentuk Strategi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang 
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(TPPO) di Kota Makassar adalah pertama penetapan Kota Makassar sebagai Kota 
Layak Anak (KLA), kedua Pembentukan shelter warga, ketiga pembentukan gugus 
tugas trafficking, keempat pembentukan satgas pencegahan trafficking di kelurahan 
dan yang kelima menjalin kerjasama tingkat sektoral. 
C. Efektivitas Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Makassar 
Pada pembahasan kali ini peneliti akan menjabarkan mengenai tingkat 
keefektifan startegi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makassar dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di 
Kota Makassar. Perdagangan orang atau dalam bahasa Inggris disebut human 
trafficking merupakan tindakan kejahatan yang mengganggu hak-hak manusia. 
Beberapa penjelasan yang telah peneliti kemukan paling umum adalah kasus 
perdagangan orang yang terjadi dalam lingkup lokal maupun nasional, namun kasus 
perdagangan orang telah mencapai skala internasional, contohnya akan diulas dalam 
wawancara dengan Ibu Achi berikut : 
― Perdagangan orang yang paling ngeri itu, penjualan organ tubuh 
manusia, yang kasusnya dari luar negeri, tapi memang ada juga di Kota Makassar 
yang di jadikan tempat singgah yang kemarin itu kasus dari Barru di oper ke 
Makassar jadi Makassar itu hanya jadi tempat singgah. Dan sudah ada yang kami 
pulangkan ke daerahnya, ada yang kami pulangkan ke Jambi, Majalengka dan 
Kalimantan juga ada‖
52 
Pemutusan rantai tindakan kejahatan perdagangan orang tentu membutuhkan 
upaya yang serius, karena kasus tersebut merupakan perkara yang sulit untuk di 
ungkap. Strategi suatu lembaga atau instansi dapat dikatakan efektif apabila target-
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target yang telah ditentukan oleh lembaga atau instansi terkait dapat diwujudkan 
dengan baik (Julia, 2010:26). Efektivitas merupakan tolok ukur dalam 
membandingkan rencana maupun proses yang dilakukan terhadap hasil yang ingin di 
peroleh. Untuk memperoleh kata efektif bukanlah perkara yang mudah, terlebih 
dalam strategi perdagangan orang yang telah mendunia, namun untuk wilayah 
Makassar sendiri kasus yang terjadi kebanyakan berasal dari luar daerah begitu pula 
tutur ibu Achi dalam wawancara berikut : 
―Kalau kita berbicara efektif, kota Makassar ini merupakan Kota 
Persinggahan, jarang ada perdagangan orang yang berasal dari Kota Makassar. 
Kasus yang kami temui, dan di titip di DPPPA korbannya berasal dari Jawa, 
kasusnya seperti yang saya katakana tadi, korban dibuai, akan dipekerjakan di 
Toko yang berada di Kota Makassar, namun sesampainya di Kota Makassar ia di 
perdagangankan dan di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial.‖ 
Adapun untuk mengukur keefektifan suatu lembaga atau instansi menurut 
Robbin (199:58) membagi 4 hal yang menjadi indikator untuk menentukannya yaitu, 
tercapai atau tidaknya tujuan, metode yang digunakan, kestrategisan strategi yang 
digunakan, nilai yang diperoleh dari strategi yang dilakukan. 
Pendapat ahli tersebut di atas akan digunakan oleh peneliti dalam 
menjabarkan tingkat keefektifan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar, dalam mencegah Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO), yakni sebagai berikut : 
1. Menurunnya Kasus Perdagangan Orang  
Meminimalisir kasus perdagangan orang bukan perkara yang mudah, karena 
kasus perdagangan orang telah mencapai skala Internasional. Namun, di kota 
Makassar dimana peneliti melakukan penelitian terkait kasus tersebut, kasus 
perdagangan orang telah mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 






Data Kasus Trafficking tahun 2016 
 
Tabel 4.2 







































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRAFFICKING 
ANAK 
0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 
JUMLAH 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 
TOTAL 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 
JENIS 
KEKERASAN 
     BULAN      
JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TRAFFICKING 
DEWASA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRAFFICKING 
ANAK 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
JUMLAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 






Data Kasus Traficcking tahun 2018 
Tahun 2017, 2018 merupakan Tahun keberhasilan yang diperoleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Kasus perdagangan 
orang di kota Makassar pada tahun 2016 teracatat mencapai 8 (delapan) orang 
korban, kasus tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, 
yang pada tahun tersebut sama-sama terdapat 2 (dua) orang yang menjadi korban 
perdagangan orang. Dapat dikatakan bahwa shelter warga yang dibentuk pada tahun 
2016 dan gugus tugas trafficking yang di bentuk pada tahun 2017 tingkat kota 
Makassar cukup berhasil dalam menekan terjadinya kasus perdagangan orang.  
Meskipun isu-isu terkait trafficking tidak mudah untuk ditangani, melihat 
permasalahan ini merupakan kasus berskala global, namun dari sektor Makassar, 
melalui strategi yang telah di jalankan permasalahan ini memperoleh keberhasilan, 
kasus perdagangan orang berhasil diminimalisir diminimalisir, melihat data yang 
peneliti peroleh pada tahun 2017 sampai dengan 2018, begitu pula ungkap pak 
Makmur Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) berikut: 
―Jika dilihat secara structural dan pelayanan strategi yang dilakukan sudah 
cukup efektif, apalagi sekarang sudah ada gugus trafficking, gugus trafficking 
inilah yang bertugas menyambungkan ke OPD yang terkait dengan trafficking, 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TRAFFICKING 
DEWASA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRAFFICKING ANAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 




OPD yang terlibat termasuk Dinas Sosial, tetapi lebih banyak di tangani langsung 
oleh TRC, karena TRC lengkap, ada tim hukum, advokasi, dan tim untuk 
perlindungan rumah aman untuk pendampingan termasuk juga dari pihak 
kepolisian‖
53 
Tidak di pungkiri bahwa kasus trafficking memang tidak mudah untuk 
dihapuskan , melihat kasus ini dijalankan dengan sedemikian rapinya, untuk kasus 
trafficking dalam lingkup kota Makassar ini sendiri, seringkali korbannya berasal dari 
luar Makassar, kebanyakan korban berasal dari Papua, Jawa dsb. Kasus ini belum 
bisa dikatakan tuntas, karena kasus yang terjadi saling berkaitan tidak hanya berada di 
satu wilayah, akan tetapi antara wilayah satu dan wilayah lainnya, bahkan antar 
negara satu dan negara lainnya, kasus trafficking ini saling terhubung. 
Terlihat pada data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitan kasus 
perdagangan orang di kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan pada 
tahun 2019, tercatat terdapat  21 (dua puluh satu) orang yang menjadi korban 
perdagangan orang, terlihat pada table berikut : 
 
Tabel 4.4 
Data Kasus Trafficking tahun 2019 
Perdagangan orang merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi 
                                                 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TRAFFICIKING 
DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 9 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
TRAFFICKING 
ANAK 
0 1 0 1 0 0 3 2 1 3 0 1 12 
JUMLAH 0 1 0 1 0 0 3 2 1 3 0 1 12 




Manusia (HAM), karena merampas hak dasar yang semestinya dimiliki oleh setiap 
orang. Hal ini adalah sebuah pelanggaran dari berbagai perangkat hukum baik pada 
taraf nasional, maupun internasional. Negara Indonesia sendiri, telah mengeluarkan 
Undang-Undang (UU) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang 
menegaskan pelarangan perdagangan orang. 
 Pada pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 
pelarangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, terdapat pula pada pasal 83 
Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga 
menjelaskan mengenai pelarangan perdagangan, menculik anak untuk dijual atau 
dimiliki sendiri.  
Akan tetapi peraturan yang telah dibuat tersebut belum menyatakan secara 
tegas tentan sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Bahkan pada pasal 297 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan sanksi yang terlalu ringan, 
pelaku hanya mendapat sanksi 6 (enam) tahun penjara, jika melihat akibat yang 
diderita korban perdagangan orang sanksi tersebut tentu tidak sebanding. Olehnya itu, 
sudah seharusnya Negara Indonesia memiliki aturan khusus terkait Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO), yang dapat mengatur dasar hukum formil sekaligus 
materil.  
Melihat fakta yang terdapat pada data diatas, yakni kasus perdagangan di kota 
Makassar pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tentu 
memiliki beragam faktor salah satunya adalah Undang-Undang terkait sanksi yang 
masih belum sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. 
2. Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 




pembedaan jenis kelamin yang berdampak pada penderitaan atau kesengsaraan 
perempuan baik secara fisik, psikis, atau seksual, termasuk perbuatan mengancam, 
memaksa, dan merampok secara sewenang-wenang, yang terjadi di tempat umum 
maupun dalam ruang sepi. 
Sementara kekerasan terhadak anak memiliki arti segala bentuk perbuatan 
merugikan anak baik secara fisik maupun psikologis seperti mengeksploitasi, 
menelantarkan, penyalahgunaan seksual dan lainnya yang mengakibatkan cidera atau 
kerugian yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Serta berdampak negatif terhadap 
kesehatan anak, pertumbuhan anak, harkat dan martabat atau kekuasaan anak. 
Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 
ranah domestik maupun publik, pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (K3P) membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap provinsi dan kabupaten, serta kerja sama 
tingkat sektoral yang dimana Lapas, Bapas, Kejaksaan yang berada diluar kota, dari 
kerja menjadi mitra DPPPA dalam menagani kasus perdagangan orang, dari 
kerjasama tingkat sektoral tersebut DPPPA dapat memperoleh informasi terkait 
perdagangan orang yang terjadi diluar kota. Selain itu juga memberikan pengawasan 
lebih di pelabuhan-pelabuhan yang berada di setiap wilayah, karena pelabuhan 
merupakan jalur utama dalam perdagangan orang, begitu tutur Ibu Achi berikut : 
―Jalur-jalur utama perdagangan orang itu kalau ada pelabuhannya, 
misalkan pere-pare, kalau data dari DPPPA semua jalur-jalur pelabuhan ada 
datanya. Jadi banyak memang, korban yang berasal dari luar, yang dikirim ke 
Makassar, lalu dikirim ke tempat yang lain lagi untuk di perdagangkan. Itulah 
adanya satuan tugas yang terdiri dari polisi, kejaksaan, lapas, bapas, lembaga-
lembaga tersebut terhimpun di DPPPA‖
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar mengkoordinasi P2TP2A Kota Makassar, yang saat sekarang dikelola oleh 
tenaga professional dari berbagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
memberikan pelayanan serta perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota 
Makassar. 
Adapun profesi dan sumber daya yang ada yaitu Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kejaksaan Kota Makassar, Peksos dari 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengadilan Negeri Kota Makassar, 
Kepolisian Resort Kota Makassar, advokat, psikolog, pemerhati anak dan perempuan, 
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani terkait perbaikan 
kebijakan maupun layanan public. 
Berikut adalah data kekerasan terhadap perempuan dan anak selama kurun 
waktu 2016 sampai 2018 : 
Tabel 4.5 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
FISIK DEWASA 42 32 41 45 43 42 25 40 45 37 46 44 482 
PENELANTARAN 
DEWASA 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 9 
PSIKIS DEWASA 17 4 16 19 16 16 19 14 27 24 14 10 196 
SEKSUAL DEWASA 0 1 4 0 2 3 1 4 2 0 2 1 20 
TRAFFICKING DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DAN LAIN-LAIN DEWASA 22 16 0 14 16 19 18 16 23 20 12 16 192 
JUMLAH 81 54 61 79 77 81 64 75 98 83 75 71 899 
FISIK ANAK 13 9 17 5 15 13 3 13 15 13 8 7 131 
PENELATARAN ANAK 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 7 
PSIKIS ANAK 4 4 2 1 6 1 5 2 1 3 4 0 33 
SEKSUAL ANAK 3 1 12 1 6 5 2 12 20 21 3 3 89 




DAN LAIN-LAIN ANAK 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 8 
JUMLAH 20 19 35 8 28 21 10 30 42 37 15 11 276 
TOTAL 101 73 96 87 105 102 74 105 140 120 90 82 1175 
 
Tabel 4.6 
Kasus Perempuan Dan Anak Kota Makassar Tahun 2017 
 
Tabel 4.7 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
FISIK DEWASA 25 41 44 33 55 33 37 44 36 41 42 24 455 
PENELANTARAN 
DEWASA 
0 1 2 3 1 1 1 1 0 7 0 5 22 
PSIKIS DEWASA 2 2 5 1 4 2 0 3 2 4 1 0 26 
SEKSUAL DEWASA 10 8 5 7 4 2 8 1 0 15 3 4 67 
TRAFFICKING 
DEWASA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LAIN - LAIN 
DEWASA 
18 32 19 33 15 19 23 14 26 12 16 31 258 
JUMLAH 55 84 75 77 79 57 69 63 64 79 62 64 828 
FISIK ANAK 18 12 12 14 20 12 13 19 8 12 19 12 171 
PENELATARAN 
ANAK 
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
PSIKIS ANAK 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 
SEKSUAL ANAK 8 12 7 4 12 10 10 10 2 7 16 66 164 
TRAFFICKING 
ANAK 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
LAIN - LAIN ANAK 23 31 17 18 17 16 18 19 18 17 20 17 231 
JUMLAH 54 55 37 36 50 38 43 48 29 36 55 97 578 
TOTAL 109 139 112 113 129 95 112 111 93 115 117 161 1406 
JENIS KEKERASAN 
BULAN JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 





Dari data tersebut diatas Kasus kekerasan paling banyak terjadi pada tahun 
2017 yakni sebanyak 1406 kasus. Kemudian menyusul pada tahun 2016 yakni 
sebanyak 1174 kasus. Sementara kasus kekerasan terendah terdapat pada tahun 2018 
yaitu sebanyak 173 kasus.  
Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu 
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar, serta partisipasi dari shelter warga dan pelayanan TRC yang bekerja 24 
jam di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota 
Makassar. Selain itu, terbantu juga lewat pengadaan sosialisasi yang ditujukan kepada 
masyarakat, baik melalui via elektronik, media cetak, maupun pertemuan secara 
langsung, dan koordinasi yang baik dengan P2TP2A Kota Makassar. 
PENELANTARAN 
DEWASA 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 
PSIKIS DEWASA 2 3 7 3 2 5 6 4 8 6 6 7 59 
SEKSUAL DEWASA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
TRAFFICKING 
DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LAIN - LAIN 
DEWASA 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
JUMLAH 5 10 16 6 3 8 13 6 11 12 8 8 106 
FISIK ANAK 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
PENELATARAN 
ANAK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 
PSIKIS ANAK 0 0 0 0 1 3 2 3 1 0 1 3 14 
SEKSUAL ANAK 2 2 2 2 1 0 0 0 2 4 0 0 21 
TRAFFICKING 
ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
LAIN - LAIN ANAK 0 3 8 2 3 0 0 0 1 0 4 0 21 
JUMLAH 3 6 11 5 5 3 2 4 5 7 7 10 68 




3. Evaluasi Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) 
Kata strategi mengandung 2 makna yang bersifat operasional, yang pertama, 
merupakan aktivitas mengarahkan, misalnya kemampuan, daya atau kekuatan dan 
sebagainya, yang kedua gerakan mengarahkan kemampuan, daya atau kekuatan untuk 
menghadapi dan mencapai hal yang menjadi target yang ingin di peroleh. Sementara 
kata efektif bermakna suatu cara mencapai tujuan dengan cara yang tepat sehingga 
tujuan dapat tercapai dengan baik. 
Untuk mengetahui  tingkat keefektifan tindak pidana perdagangan orang, 
diperlukan ada perbandingan kasus yang terjadi minimal pada setiap tahunnya, maka 
dari itu peneliti mengambil data kasus perdagangan orang pada wilayah dimana 
peneliti melakukan penelitian. Meskipun diketahui bahwa hingga saat ini belum ada 
strategi yang benar-benar dapat dikatakan efektif dalam mencegah tindak pidana 
perdagangan orang, terbukti dari fakta yang diperoleh diatas.  
Strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) kota Makassar telah membuahkan hasil pada tahun 2017 sampai dengan 
2018, menurut data yang telah disebutkan di atas. Meskipun pada tahun berikutnya 
kasus perdagangan orang mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yakni tahun 
2019 yang tercatat terdapat 21 (dua puluh satu orang) menjadi korban perdagangan 
orang, juga telah memiliki pencapaian yang perlu di apresiasi. Adapun hasil 
pencapaian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 
dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota 
Makassar akan dijabarkan berikut ini : 




 Strategi Kota Layak Anak (KLA) mengadakan taman ramah anak di beberapa 
titik di kota Makassar. Terdapat 8 titik yang dibangun taman ramah anak, yaitu 
berada pada kecamatan Tamalanrea, kecamatan Tamalate, kecamatan Biringkanaya, 
kecamatan Manggala, kecamatan Ujung Pandang, kecamatan Bontoa, kecamatan 
Panakkukang, kecamatan Rappocini. Tujuan dari dibangunnya taman ramah anak 
adalah sebagai ruang umum hijau dan terbuka untuk anak yang didalamnya terdapat 
berbagai macam fasilitas, menjadi kawasan serbaguna bagi suatu daerah serta 
menambah kawasan hijau pada suatu wilayah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 
dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yakni sebagai berikut : 
1) Sebagai tempat bermain yang aman bagi anak 
2) Sebagai wadah penyerapan air dengan volume yang tinggi 
3) Menjadi ruang untuk melakukan bermacam-macam kegiatan sosial baik bagi 
anak maupun orang tua 
4) Merupakan tempat untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi 
terkait keluarga. Didirikannya taman ramah anak sesuai dengan strategi dari 
Kota Layak anak yang di sampaikan oleh Pak Abdul Naris berikut : 
― Strategi Kota Layak Anak ini merupakan program dari pusat yang turun 
ke daerah-daerah, untuk menangani anak-anak yang bermasalah, dengan 
perencanaan pembangunan yang responsif anak.‖
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Dibangunnya taman ramah anak memberikan ruang bagi anak maupun 
masyarakat di kota Makassar untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan. Dari 
manfaat dibangunnya taman ramah anak yang telah disebutkan diatas, taman ramah 
anak  bukan hanya diperuntukkan sebagai ruang bermain anak saja, namun juga dapat 
di gunakan untuk kegiatan sosial, serta tempat memperoleh maupun menyampaikan 
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informasi terkait keluarga. Artinya, masyarakat pun mendapatkan edukasi terkait 
tentang keluarga, dimana keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk 
memperoleh hak-haknya. 
b. Memiliki Rumah Aman untuk Korban 
Rumah aman diperuntukkan bagi korban perdagangan orang yang berasal dari 
luar maupun korban dari kota Makassar. Rumah aman sangat membantu dalam 
menangani kasus perdagangan orang di kota Makassar, bila kita mengacu pada hasil 
wawancara berikut : 
―DPPPA memiliki rumah aman yang di dalamnya korban traficcking akan 
di berikan rehabilitasi, keterampilan, psikososial. Rumah aman hanya di ketahui 
oleh orang-orang yang memeiliki kepentingan di dalamnya, bahkan orang-orang 
dari DPPPA sendiri, jika tidak memiliki kepentingan di dalamnya tidak 
mengetahui rumah aman tersebut. Sehingga ketika korban di lepas dari rumah 
aman, ia dapat mandiri.‖56 
Dengan adanya rumah aman tersebut, korban perdagangan orang akan 
diberikan rehabilitasi, keterampilan, serta psikosoialnya. Korban perdagangan orang 
yang mayoritas disebabkan karena tidak memiliki keterampilan, sehingga mengalami 
permasalahan ekonomi, akan terbantu oleh adanya pelatihan keterampilan.  
Keterampilan yang dimiliki oleh korban, diharapkan dapat menjadi modal untuk 
mencari pekerjaan yang layak. DPPPA itu sendiri dalam menangani kasus memang 
melibatkan banyak pihak, karena DPPPA tidak akan dapat menangani kasus jika 
hanya berdiri sendiri tutur Pak Abdul Naris dalam wawancara berikut : 
―Untuk anak-anak yang menjadi korban yang sudah firal kasusnya karena 
sudah parah, akan di rehabilitasi, diberikan penguatan psikolgi, sosial, kemudian 
diberikan pelayanan pengembalian anak ke sekolah, kasus trafficking tidak bisa 
hanya ditangani oleh DPPPA, juga melibatkan banyak orang, banyak pula Dinas 
lain yang terlibat. Kami tidak menangani kasus hukumya, yang kami tangani 
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adalah rehabilitasinya, pengembaliannya, pemulihan psikisnya, reintegrasi nya.‖57 
Kasus perdagangan orang masih belum dapat tuntas bahkan kasus yang terjadi 
telah mencapai skala Internasional. Maka strategi yang dilakukan perlu untuk 
dikembangkan lagi agar dapat mencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan 
lebih baik lagi, dan bukan tidak mungkin untuk dapat mencapai tingkat efektif. 
Peneliti mengambil data-data korban perdagangan orang dari tahun 2016 
sampai dengan 2019 terlihat pada table yang telah dicantumkan di atas kasus 
perdagangan orang sempat menurun pada tahun 2017 sampai 2018 namun pada tahun 
2019, kasus perdagangan orang kembali mengalami peningkatan. Bertambahnya 
kasus perdagangan orang pada tahun 2019 tentu menjadi pertanyaan bagi kita. 
Mengapa kasus tersebut mengalami peningkatan? Padahal strategi yang di tetapkan 
sudah sangat bagus.   Peningkatan kasus perdagangan orang pada tahun 2019 
tersebut, harus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga maupun masyarakat yang telah 
tersentuh oleh edukasi tentang perdagangan orang. 
Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lokasi penelitian, kasus 
perdagangan orang di kota Makassar memang cenderung menjadikan anak sebagai 
korbannya, hal tersebut terjadi karena beragam faktor, seperti yang telah 
dikemukakan di atas. Namun dari data tersebut diatas, kasus perdagangan orang 
sempat mengalami penurunan. Semenjak tahun 2017 hingga tahun 2018 artinya 
terbentuknya gugus trafficking memang cukup efektif dalam menangani kasus 
trafficking di kota Makassar. Karena pada tahun 2016 tercatat terdapat 9 kasus 
perdagangan orang yang terjadi di kota Makassar, dan pada tahun 2017 di bentuklah 
gugus tugas trafficking. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 kasus trafficking telah 
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mengalami penurunan. Strategi yang di jalankan memang cukup mampu 
meminimalisir pertambahan orang yang diperdagangkan. Namun sangat disayangkan, 
kasus perdagangan orang kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 
2019.  
Melihat fakta bahwa kasus perdagangan orang sempat meningkat sangat 
signifikan pada tahun 2019, maka hal tersebut harus menjadi bahan refelksi bagi 
pihak penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Untuk dapat  mengevaluasi 
kembali strategi yang telah di bentuk, selain starteginya, upaya-upaya yang dilakukan 
juga perlu untuk di evaluasi, dengan harapan yang sama tujuan pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang dapat berjalan secara maksimal. Agar tindakan 
perdagangan orang bisa terminimalisir atau tidak lagi  terjadi. 
Untuk mengungkap kasus yang berjalan secara terorganisir tentu 
membutuhkan strategi dan upaya yang terorganisir pula, karena kasus yang 
beroperasi secara terorganisir akan sangat sulit untuk diungkap dan diberantas jika 
tidak diupayakan secara terstruktur. Perdagangan orang merupakan isu-isu global 
yang hingga saat ini masih belum juga tuntas, karena beberapa hambatan-hambatan 
yang dihadapi ujar pak Makmur ketua TRC (Tim Reaksi Cepat) pada saat peneliti 
mewawancarai beliau : 
―Hingga saat ini menangkap pelaku utama masih menjadi hambatan yang 
paling berat dalam penanganan kasus trafficking, karena perdagangan orang itu 
berjalan sangat rapi, sama dengan narkoba, paling yang di dapat hanya kurir-kurir 
kecil, Jika melihat kasus trafficking, seperti fenomena gunung es, tuntas di atas, 
namun permasalahan yang ada di dasar masih jauh lebih besar‖58 
Kasus perdagangan orang memang bukan kasus yang mudah untuk di tangani. 
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Sehingga berbagai strategi yang telah di tentukan untuk menangani kasus 
perdagangan orang, faktanya kasus perdagangan orang masih belum dapat 
dituntaskan. Melihat kasus perdagangan orang merupakan kasus yang berpindah-
pindah, dalam artian korban di oper oleh pelaku dari desa ke kota, dan dari kota satu 
ke kota lainnya. Maka dari berbagai strategi yang telah di tetapkan, strategi kerjasama 
tingkat sektoral tentu perlu di kembangkan lagi, agar kasus perdagangan orang lebih 
mudah untuk di ungkap, dan diminimalisir. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat hasil yang 
diperoleh peneliti mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu tingkat keefektifan 
strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam 
Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar sudah cukup 
efektif, melihat data pada tahun 2016 sampai dengan 2018, namun pada tahun 2019 
terjadi peningkatan kasus perdagangan orang secara signifikan, karena beberapa 
faktor yakni, sanksi yang berlaku terhadap pelaku masih tidak sebanding dengan 
kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi dibalik meningkatnya kasus perdagangan 
orang pada tahun 2019, kasus kekerasan dengan jenis yang lainnya telah mengalami 
penurunan yang signifikan pula, terutama pada tahun 2018. Keberhasilan dalam 
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut tentu patut untuk 










Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar terkait Strategi Pencegahan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA) 
Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu hal-hal yang 
berkaitan dengan anak, harus sangat di perhatikan, terkait kehidupannya, tumbuh 
kembangnya, perlindungannya, dan keterlibatannya di dalam lingkungan masyarakat. 
Selain itu, anak-anak sering menjadi korban kekerasan, karena dianggap polos dan 
lemah, maka dari itu anak-anak memerlukan perhatian hukum yang khusus. 
Sangatlah cocok jika penanganan kasus trafficking membentuk strategi berbasis anak. 
2. Dibentuknya Shelter Warga 
Shelter warga merupakan perpanjangan tangan penegak hukum dalam 
meminimalisir tindakan kekerasan, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan 
orang. Perdagangan orang merupakan kasus yang beroperasi dengan sangat rapi, 
sangat sulit untuk di ungkap. Maka dari itu perlu penanganan yang serius dan lebih 
banyak pihak, termasuk masyarakat. 
3. Pembentukan Gugus Tugas Traficking Tingkat Kota Makassar 
Gugus trafficking yang di bentuk pada tahun 2017, merujuki kepada UU No. 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejak 





4. Pembentukan Satgas Pencegahan Traficking di Kelurahan 
Satgas merupakan wadah untuk masyarakat berembuk untuk membahas 
mengenai pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi. 
5. MenjalinKerjasama Tingkat Sektoral 
 Kerjasama tingkat sektoral dibutuhkan dalam upaya membrantas kasus 
kekerasan, termasuk kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan orang yang sudah 
merambat hingga tingkat internasioal tntulah membutuhkan penanganan yang serius. 
Tingkat keefektifan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) di Kota Makassar sudah cukup efektif, melihat data pada tahun 2016 sampai 
dengan 2018, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus perdagangan orang 
secara signifikan, karena beberapa faktor yakni, sanksi yang berlaku terhadap pelaku 
masih tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi dibalik 
meningkatnya kasus perdagangan orang pada tahun 2019, kasus kekerasan dengan 
jenis yang lainnya telah mengalami penurunan yang signifikan pula, terutama pada 
tahun 2018. Keberhasilan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
anak tersebut tentu patut untuk di apresiasi, dan dikembangkan lagi. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, maka implikasi dari penelitian ini 
diharapkan agar penegak hukum maupun masyarakat di kota Makassar dapat tetap 
memperhatikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan lebih 
serius, terlebih lagi mengenai kasus perdagangan orang yang sangat berbahaya, 
meresahkan masyarakat. Selain itu, strategi-strategi yang telah di usung dan 





kasus yang terjadi semakin berkurang.  
Saran dari peneliti strategi dalam upaya pencegahan tindak pidana 
perdagangan orang yang telah di usung sudah sangat bagus, akan tetapi kerjasama 
tingkat sektoral masih perlu di pereerat lagi hubungannya. Dikarenakan, Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menampung kasus-kasus 
mengenai anak, namun untuk orang dewasa masih sangat minim dan hanya di tangani 
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Keterangan gambar 1 : 
Wawancara Bapak Makmur, S.Sos (Ketua TRC (Tim Reaksi Cepat) 











       
      Keterangan Gambar 2 : 
            Wawancara dengan Ibu Achi Soleman,S.Tp, S.Sos, M.Si 
















Keterangan Gambar 3 : 
Wawancara Bapak Abdul Naris Ajan, S.Sos, M.Si (Bidang Data) 











Keterangan Gambar 4 : 
Wawancara Ibu Megawati Habibie, SE. M.Si (Kasi. 















Keterangan Gambar 5 : 
Kerjasama Warga Makassar mengecat  
Taman Ramah Anak di Kota Makassar 
 















Keterangan Gambar 5 : 
Kerjasama Warga Makassar mengecat Taman Ramah 
Anak di Kota Makassar 






















     Keterangan Gambar 6 : 












    
   Keterangan Gambar 7 : 
       Sekolah Ramah Anak SDN Inpres/Negeri Borong  
         Kec. Manggala Kota Makassar 
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